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Tri Inaya Zahra, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 

Januari 2014, PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM 

SEEKER) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMINDAHAN 

PENCARI SUAKA DARI AUSTRALIA KE MALAYSIA DAN PAPUA NUGINI), 

Nurdin, S.H., M.Hum., Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. 

 

 Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pemindahan pencari suaka 

dalam Hukum Internasional. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 

tindakan Australia yang memindahkan pencari suaka yang datang ke wilayahnya ke 

negara ketiga, yaitu Malaysia dan Papua Nugini. Adanya pemindahan pencari suaka 

ini dinilai banyak pihak telah melanggar prinsip non-refoulement dan juga tindakan 

ini dianggap sebagai upaya Australia menghindari kewajiban internasionalnya dalam 

Hukum Internasional. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) 

Apakah tindakan Australia yang melakukan pemindahan pencari suaka (transfer of 

asylum seeker) dibenarkan menurut Hukum Internasional? (2) Bagaimana tanggung 

jawab Australia sebagai the Transferring State serta Malaysia dan Papua Nugini 

sebagai the Receiving States dalam Hukum Internasional? 

 Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis 

normatis dengan metode pendekatan Statute Approach dan Case Approach. Bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis melalui Library Research 

akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu suatu metode 

analisis bahan hukum dengan cara menentukan makna aturan hukum dari konvensi 

internasional, protokol tambahan konvensi internasional, deklarasi internasional, 

statuta international, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang kemudian 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian. 

 Dari hasil penelitian dengan metode tersebut di atas, penulis memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan pemindahan pencari suaka yang 

dilakukan Australia dibenarkan menurut Hukum Internasional selama tindakan 

tersebut sesuai dengan unsur-unsur dalam Guidance Note yang dikeluarkan UNHCR 

serta unsur-unsur kebiasaan internasional negara-negara di dunia. Selain itu, baik 

Australia maupun Malaysia dan Papua Nugini tetap bertanggung jawab terhadap para 

pencari suaka sesuai dengan Hukum Internasional, khususnya Konvensi tentang 

Status Pengungsi tahun 1951. Untuk selanjutnya, penulis memberikan saran agar 

nantinya disusun sebuah instrumen Hukum Internasional yang mengatur tentang 

pemindahan pencari suaka dan juga perlu tanggung jawab para pihak yang terlibat, 

baik negara pengirim maupun negara penerima. 
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SUMMARY 

 

Tri Inaya Zahra, International Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, 

January 2014, TRANSFER OF ASYLUM SEEKER UNDER INTERNATIONAL LAW 

(CASE STUDY ABOUT TRANSFER OF ASYLUM SEEKER FROM AUSTRALIA TO 

MALAYSIA AND PAPUA NEW GUINEA), Nurdin, S.H., M.Hum., Hanif Nur 

Widhiyanti, S.H., M.Hum. 

 

In this paper, the author raised the issue of the transfer of asylum seeker 

under International Law. The reason beyond this theme was motivated by the action 

of Australia that moved the asylum seekers who came to its territory to the third 

country, namely Malaysia and Papua New Guinea. Many parties considered the 

existence of the transfer of asylum seeker have violated the principle of non-

refoulement and this action was also regarded as Autralia's attempt to avoid its 

international obligations under International Law. 

Based on those reasons, this paper raised two problems: (1) Is the action of 

Australia to transfer the asylum seeker justified under International Law? (2) What 

about the responsibility of the Australia as the Transferring State as well as Malaysia 

and Papua New Guinea as the Receiving States? 

Furthermore, this paper used the normative judicial method with Statute and 

Case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the 

author through the Library Research that will be analyzed using the analytical 

descriptive technique; is a legal materials analysis method by determining the 

meaning of international conventions, additional protocol of international 

conventions, international declarations, international statutes, and international law 

experts' opinions, which then used as reference in resolving the legal issues. 

From the research results, the author came up with the answers for the 

following issues that the Australia’s action to transfer the asylum seeker is justified 

by the International Law in accordance with the elements written in the Guidance 

Note issued by the UNHCR and the customary international elements by the 

internationals. In addition, Australia, Malaysia, and Papua New Guinea still have the 

responsibility to protect the asylum seekers in accordance with the International Law, 

especially the Convention on the Status of Refugees on 1951. At last, the author 

suggested the public to create an international law instruments which govern the 

action of transfer of asylum seeker and also the responsibilities from the parties 

involved, both the Transferring State and the Receiving State. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak awal abad ke-19 Australia menjadi pilihan tempat migrasi berbagai 

bangsa. Di tahun 1800an, terjadi migrasi besar dari Eropa disusul tahun 1900an 

ada gelombang migrasi besar dari Cina. Migrasi-migrasi tersebut memiliki tujuan 

dan motivasi yang berbeda-beda. Bangsa Eropa terobsesi ingin membangun 

negeri di selatan yang mereka anggap sebagai tanah air kedua. Lain halnya 

dengan bangsa Cina, selain karena motif ekonomi (ditemukannya emas di 

hinterland Australia, seperti di Ballarat, Victoria), kedatangan mereka ke 

Australia juga bermotifkan kultural. Ketika demam emas berangsur-angsur 

mereda, maka saat akhir perang dunia pertama dan kedua mendorong banyak 

warga sipil yang menderita akibat perang pergi ke selatan (Australia) mencari 

penghidupan baru dan masa depan yang lebih baik. Lepas dari perang dunia, 

ketika memasuki tahun 1980an saat terjadi kerusuhan di Timur Tengah, lagi-lagi 

bermunculan gelombang migrasi ke Australia dari warga sipil yang tidak ingin 

menderita akibat konflik berkepanjangan dan berniat mencari negeri baru yang 

penuh harapan. Hingga kini pada abad milenium, gelombang migrasi kembali 

mewarnai sejarah modern Australia. Banyaknya konflik yang terjadi, seperti di 
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Irak, Afganistan, dan negeri-negeri di sekitarnya mendorong banyak orang untuk 

mencari perlindungan di Australia.
1
 

Beberapa fakta di atas menjadikan Australia menjadi salah satu negara tujuan 

favorit pencari suaka. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini Australia 

justru melakukan pemindahan pencari suaka dengan dalih berusaha mendorong 

solusi regional untuk menghentikan penyelundupan manusia yang membawa para 

pencari suaka ke perairan Australia, maka pihak Australia membuat agreement 

dengan Malaysia dan juga Papua Nugini. Agreement tersebut merupakan 

perjanjian bilateral mengenai pemindahan pencari suaka atau biasa disebut 

dengan transfer of asylum seekers. 

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Internasional, suatu negara 

memang seharusnya tidak boleh mengusir pencari suaka yang datang ke daerah 

wilayah negara tersebut. Sesuai dengan istilah suaka dalam bahasa asing yang 

disebut asylum yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang 

diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam 

keselamatannya
2
, sehingga tak selayaknya ditolak ataupun diusir. Undang-

Undang Dasar negara-negara tertentu menjanjikan tentang suaka kepada 

seseorang yang terancam tuntutan. Bagi negara yang memberikan suaka perlu 

menilai persoalannya kasus per kasus. Alasan atau syarat pemberian suaka 

tercantum dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951, Pasal 1 huruf A ayat 

                                                             
1
Nuni, Australia Surga Untuk Pencari Suaka? (online), http://baltyra.com/2009/10/28/australia-

surga-untuk-pencari-suaka/, 2009 (8 Oktober 2013) 
2
Setyo Widagdo, Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional, Cetakan Pertama, 

Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 2. 
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(2) yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberikan suaka apabila melakukan 

kejahatan politik dan terdapat ketakutan yang beralasan bahwa orang tersebut 

akan dituntut karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dari suatu 

kelompok sosial atau pendapat politik tertentu, sehingga ketika pemberian suaka 

telah memenuhi syarat, maka negara asal pencari suaka yang telah melarikan diri 

ke negara lain tidak boleh menganggap bahwa penerimaan suaka dari negara lain 

tersebut sebagai tindakan bermusuhan, karena negara itu dalam memberikan 

suaka telah sesuai dengan ketentuan hukum Internasional dan juga dalam rangka 

melaksanakan hak kedaulatan teritorialnya.
3
 

Pengaturan pemberian suaka dalam hukum Internasional disebutkan dalam 

Pasal 14 United Nations Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi: 

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries 

asylum from persecution.  

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions 

genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary 

to the purposes and principles of the United Nations. 

 

Pasal 14 tersebut berarti bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati 

suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Selanjutnya, di ayat 

(2) disebutkan bahwa hak menerima suaka tidak akan berlaku apabila pengejaran 

tersebut timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan 

politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan 

dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

                                                             
3
Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 

2005, hlm. 151. 
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Hal ini kemudian diperkuat dengan pembentukan United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 1950. Adanya UNHCR adalah 

untuk menjamin agar negara sadar akan kewajibannya untuk memelihara 

pengungsi dan asylum seekers serta mengambil tindakan yang sesuai dengan 

kewajiban tersebut.
4
 Beberapa bulan kemudian negara-negara anggota PBB 

menyetujui Konvensi tentang Status Pengungsi (Refugee Convention) tahun 1951 

di Jenewa serta Protokol tentang Status Pengungsi tahun 1967.
5
 Ketentuan dalam 

Konvensi dan Protokol ini pada prinsipnya hampir sama. Hal-hal yang terdapat di 

dalam Konvensi tersebut antara lain mengenai pengertian dasar dari pengungsi, 

status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi selama di negara 

pengungsian, serta mengenai implementasi perjanjian, terutama yang berkaitan 

dengan masalah administrasi dan hubungan diplomatik antara negara asal 

pengungsi dan negara pengungsian.
6
 

Di dalam kasus perjanjian tentang pemindahan pencari suaka (transfer of 

asylum seeker) antara Australia dengan Malaysia dan Australia dengan Papua 

Nugini adalah berbeda dalam hukum Internasional. Ketika menurut hukum 

Internasional Australia tidak boleh mengusir para pencari suaka yang datang ke 

wilayahnya, maka Australia menganggap dirinya berhak melakukan pengalihan 

tanggung jawab untuk menilai permohonan suaka yang diajukan ke negara ketiga 

                                                             
4
Roberts, Anita, Asylum Seekers dari Timur Tengah di Indonesia; Dari Perspektif Republik 

Indonesia, Makalah, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 44-45. 
5
Lisa Permata Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam 

Hukum Internasional, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 2. 
6
Anonim, Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional, Makalah, 1998, hlm. 

3. 
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yang aman dengan melakukan pemindahan pencari suaka (transfer of asylum 

seeker) dengan membuat perjanjian bilateral dengan Malaysia dan Papua Nugini.   

Kesepakatan yang dibuat oleh Australia (the Transferring State) dengan 

Malaysia dan Papua Nugini mengenai pemindahan pencari suaka, banyak 

pendapat yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggap melanggar hukum 

Internasional. Sesungguhnya menurut hukum Internasional belum ada dasar 

hukum yang mengatur mengenai pemindahan pencari suaka, tetapi UNHCR 

dalam Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements of 

Asylum-Seekers memberikan persyaratan yang harus dipenuhi negara-negara yang 

akan membuat perjanjian dalam hal pemindahan pencari suaka. Negara-negara 

peserta perjanjian tersebut harus memiliki perjanjian bilateral maupun multilateral 

sebelum diadakannya pemindahan pencari suaka. Selain itu, para pihak yang 

membuat perjanjian transfer of asylum seeker juga harus terikat dalam Konvensi-

Konvensi tentang Pengungsi atau setidaknya terikat dalam instrumen hukum 

Internasional lainnya tentang Pengungsi. Dan syarat lainnya adalah negara 

penerima (the Receiving State) harus dapat memberikan perlindungan kepada para 

pencari suaka serta melaksanakan prinsip non-refoulement. 

Pada 25 Juli 2011, Australia menandatangani perjanjian pertukaran pengungsi 

dengan Malaysia. Isi dari perjanjian itu ialah untuk mengirim 800 pencari suaka 

ke Malaysia, dan sebagai imbalannya, Australia akan memukimkan kembali 

4.000 orang yang sudah dinyatakan sebagai pengungsi di Malaysia.
7
 Perdana 

                                                             
7
Naidu, Sumisha, Malaysia Temukan „Konflik‟ Dalam Konvensi Pengungsi PBB (online), 
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Menteri Australia, Julia Gillard, mengatakan perjanjian itu akan menghancurkan 

model bisnis menyelundupkan orang. Akan tetapi, beberapa kelompok hak asasi 

berkeberatan dengan perjanjian tersebut. Amnesty International mengangkat 

kekhawatiran bahwa Malaysia sering memperlakukan pencari suaka dengan 

buruk. Kelompok itu mengatakan para pencari suaka sering ditampung dalam sel 

dengan kondisi mengenaskan, dieksploitasi, dan dicambuk. Malaysia yang tidak 

menandatangani Konvensi Pengungsi PBB dan belum meratifikasi Konvensi PBB 

tentang penentangan penyiksaan justru menampung puluhan ribu imigran gelap.
8
  

Pengadilan Tinggi Australia memutuskan pencari suaka seharusnya hanya 

dikirim ke negara-negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi PBB.
9
 Pada 

akhirnya, perjanjian pemindahan pencari suaka antara Australia dan Malaysia 

dibatalkan. Perjanjian antara Australia dan Malaysia ini merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran dari Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer 

Arrangements of Asylum-Seekers, karena seharusnya para pihak dalam perjanjian 

tersebut telah meratifikasi Konvensi-Konvensi tentang Pengungsi maupun 

instrumen hukum Internasional lainnya tentang Pengungsi.  

Begitu pula dengan perjanjian antara Australia dengan Papua Nugini. Kedua 

negara itu menandatangani satu nota kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) di Port Moresby yang antara lain menetapkan Australia dapat 

mengirim pencari suaka ke satu pusat yang akan dibangun di Pulau Manus, Papua 

                                                                                                                                                                              
http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-11-13/malaysia-temukan-konflik-dalam-konvensi-

pengungsi-pbb/1045188, 2012 (26 September 2013) 
8
Anonim, Perjanjian Tukar Pengungsi Malaysia-Australia (online), 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/07/110725_malaysiaaustralia.shtml, 2011 (26 September 

2013) 
9
Naidu, Sumisha, Loc.Cit. 
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Nugini. Perjanjian ini merumuskan pengaturan antara Australia dan Papua Nugini 

yang merupakan bagian dari rencana Canberra melakukan pendekatan regional 

untuk memberantas penyelundupan manusia.
10

 Kedutaan Besar Australia 

mengirimkan pers rilis tentang pemindahan para pencari suaka di Australia. 

Mereka menyatakan pemindahan para pencari suaka itu ke Papua Nugini (untuk 

selanjutnya disebut dengan PNG). Berdasarkan rilis yang diterima, Departemen 

Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia mengumumkan pemindahan kelompok 

ke-11 ke PNG yang terdiri dari 40 pencari suaka yang tunduk pada pengaturan 

permukiman kawasan. Di bawah pengaturan ini, yang ditandatangani dengan 

PNG pada 19 Juli 2013, pendatang lewat jalur laut secara tidak sah dikirim ke 

PNG untuk menjalani penilaian dan bila dinyatakan terbukti sebagai pengungsi, 

maka akan dimukimkan di sana.
11

 Akan tetapi, seperti yang disebutkan dalam 

Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements of 

Asylum-Seekers, negara ketiga harus dapat memberikan perlindungan kepada para 

pencari suaka dan dapat menjalankan prinsip non-refoulement. Namun, PNG 

dianggap belum mampu untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang layak bagi para 

pencari suaka dan dianggap belum dapat menjalankan prinsip non-refoulement, 

sehingga pemberlakuan perjanjian pemindahan pencari suaka dari Australia ke 

PNG dianggap melanggar hukum Internasional. 

                                                             
10

Anonim,  Australia-Papua Nugini Capai Persetujuan Soal Pengungsi (online), 

http://www.antaranews.com/print/272461/australia-papua-nugini-capai-persetujuan-soal-pengungsi, 

(15 Oktober 2013) 
11

Edwin Tirani, Australia Usir Pencari Suaka Ke Papua Nugini (online), 

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/28/7/177905/-Australia-Usir-Pencari-Suaka-

ke-Papua-Nugini, 2013 (26 September 2013) 
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Sejumlah pakar hukum khawatir Australia melanggar kewajiban di PBB 

dengan mengirimkan para pencari suaka ke Malaysia dan PNG. Dewan Hukum 

mengatakan solusi soal pencari suaka yang dikirim Malaysia tidak menjamin hak-

hak hukum pengungsi, sementara perjanjian terbaru dengan PNG juga serupa. 

Bahkan Ketua Komisi HAM Australia, Gillian Triggs, mengatakan Pemerintah 

harus menjelaskan bagaimana melaksanakan kebijakan itu di bawah Konvensi 

HAM Internasional.
12

 Lebih lanjut, Badan PBB untuk urusan pengungsi, 

UNHCR, mengkritik kebijakan baru yang diterapkan oleh Australia dalam 

menangani pencari suaka. Kebijakan dalam melakukan pemindahan pencari suaka 

dikatakan tidak memiliki standar perlindungan bagi para pencari suaka. Dalam 

kebijakan baru Australia ini, para manusia perahu yang datang menuju Australia 

akan langsung dikirim ke PNG dan bila memungkinkan akan tinggal di sana. 

Namun, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan ada kekurangan yang 

signifikan pada sistem hukum PNG dalam memproses pencari suaka. Menurut 

PBB, saat ini PNG tidak siap untuk menerima para pencari suaka, karena tidak 

adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan serta kondisi fisik yang buruk.
13

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas 

mengenai ketentuan yang menjadi dasar Australia dalam melakukan pemindahan 

pencari suaka ke Malaysia dan PNG. Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai 

tanggung jawab pihak Australia serta Malaysia dan PNG dalam proses 

                                                             
12

Anonim, Australia Dinilai Langgar Kebijakan Soal Suaka (online), 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-07-25/kebijakan-pencari-suaka-australia-bisa-

langgar-hukum-internasional/1166788, 2013 (15 Oktober 2013) 
13

Anonim, UNHCR Kritik Australia Menangani Pencari Suaka (online), 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia.shtml, 2013 (27 

September 2013) 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australia.shtml
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pemindahan pencari suaka dari segi hukum Internasional. Oleh karena itu, judul 

dari skripsi ini ialah: PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF 

ASYLUM SEEKER) DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus 

Pemindahan Pencari Suaka dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah tindakan Australia yang melakukan pemindahan pencari suaka 

(transfer of asylum seeker) dibenarkan menurut hukum Internasional? 

2. Bagaimana tanggung jawab Australia sebagai the Transferring State serta 

Malaysia dan Papua Nugini sebagai the Receiving States dalam hukum 

Internasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tindakan Australia dalam 

melakukan pemindahan pencari suaka bila dibenarkan menurut hukum 

Internasional. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tanggung jawab Australia 

sebagai the Transferring State serta Malaysia dan Papua Nugini sebagai the 

Receiving State dalam hukum Internasional. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara 

umumnya dan secara khususnya bagi hukum Internasional terkait 

pemindahan pencari suaka ke negara ketiga. 

b. Untuk memberikan gambaran informasi mengenai tanggung jawab the 

Transferring State dan the Receiving State. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum Internasional terkait 

pemindahan pencari suaka ke negara ketiga. 

b. Bagi masyarakat 

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pemindahan pencari suaka 

ke negara ketiga yang saat ini sedang marak terjadi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur 

pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian akan dilakukan, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan mengkaji tentang pemindahan pencari 

suaka sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional. 
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BAB III: Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan 

sumber bahan hukum didapat dan digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian, teknik pengumpulan bahan, teknik analisis bahan, dan definisi 

konseptual. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pemindahan pencari suaka 

sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional. 

BAB V : Penutup yang menguraikan secara singkat kesimpulan dan saran 

yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan dalam penulisan ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum mengenai Negara sebagai Subjek Hukum Internasional 

1. Pengertian Hukum Internasional 

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum 

yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah 

perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk 

menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-

hubungan mereka satu sama lain.
14

 

Dalam literatur lain, hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari 

peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur 

hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam 

kehidupan masyarakat internasional.
15

 

Banyak pengertian mengenai hukum Internasional yang diberikan oleh 

para pakar. Berikut pengertian hukum Internasional dari beberapa pakar: 

a. Lassa Oppenheim  

Law of nationals or International law is the name for the body of 

customary and treaty rules which are considered legally binding by 

civilized states in their intercourse with each other. 

                                                             
14

Kutipan definisi hukum internasional dari penulis Amerika, Hyde, Prof.Charles Chaney dalam 

bukunya J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional (Introduction to International Law), Edisi 

Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 
15

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 

Global, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1. 



13 

 

 

Hukum bangsa-bangsa atau hukum Internasional adalah nama dari suatu 

badan ketentuan atau peraturan kebiasaan yang dianggap mengikat negara 

hukum bagi negara-negara beradab dalam hubungannya satu sama lain. 

b. J.L Brierly 

The law of Nations or International law may be defined as the body of 

rules and principles of actions which are binding upon civilized states 

in their relations with one another. 

Hukum bangsa-bangsa atau Hukum Internasional dapat didefinisikan 

sebagai badan hukum dan prinsip-prinsip yang mengikat negara beradab 

dalam hubungan negara yang satu dengan negara yang lain. 

c. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja 

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur 

hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan 

negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek 

hukum bukan negara satu sama lain. 

Black‟s Law Dictionary mengartikan hukum Internasional sebagai 

berikut, “The law which regulates and intercourse of nations; the customary 

law which determines the rights and regulates the intercourse of independent 

states in peace and war.”
16

 

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur dan berhubungan dengan 

bangsa-bangsa; hukum kebiasaan yang menentukan hak-hak dan mengatur 

hubungan dari negara-negara merdeka dalam keadaan damai dan perang. 

                                                             
16

Black‟s Law Dictionary (online), 1
st
 Edition, http://www.blacks.worldfreemansociety.org/ , hlm. 638 

(8 November 2013) 

http://www.blacks.worldfreemansociety.org/
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2. Sumber Hukum Internasional 

Tidak ada kepastian hukum mengenai sumber hukum Internasional. 

Namun, dalam menyelesaikan suatu sengketa Mahkamah Internasional 

mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional . Sumber 

hukum Internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional 

(International Court of Justice / ICJ), yaitu:
17

 

a. Perjanjian Internasional (International Convention) 

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan 

sumber hukum utama hukum Internasional. Konvensi-konvensi internasional 

yang merupakan sumber utama hukum Internasional adalah konvensi yang 

berbentuk law-making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang 

berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. 

Michael Virally menyebutkan perjanjian internasional sebagai berikut, “a 

treaty is international agreement which is entered into by two or more states 

or other international persons and is governed by international law.” 

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih 

negara atau orang-orang internasional lainnya dan diatur oleh hukum 

Internasional. 

Mochtar Kusumaatmadja memberikan batasan perjanjian internasional 

dengan menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang 

                                                             
17

Boer Mauna, Op.Cit, hlm. 9-11. 
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diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
18

  

  1) Macam-Macam Perjanjian Internasional 

Pengertian mengenai perjanjian internasional dapat menimbulkan 

konsekuensi tertentu, yaitu perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi: 

a) Perjanjian Internasional Tertulis 

Pembentukan perjanjian internasional pada praktiknya dilakukan 

melalui perundingan antar individu yang mewakili negara, organisasi 

internasional, atau subjek hukum Internasional lainnya. Instrumen 

perjanjian internasional tertulis antara lain: 

1. Treaty; biasanya digunakan dalam perjanjian multilateral baik 

tertutup maupun terbuka yang mengatur hal-hal yang dianggap 

sangat penting dan biasanya hal-hal tersebut bukan hal yang 

sederhana dan membutuhkan pengaturan yang detil. 

2. Convention; biasanya digunakan dalam perjanjian multilateral yang 

dianggap sangat penting. 

3. Agreement; biasanya digunakan dalam perjanjian yang para 

pihaknya terbatas atau tertentu dan pada umumnya mengatur hal-

hal yang bersifat administratif atau teknis. 

                                                             
18

F.A Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, 

Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 31-53. 
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4. Arrangement; dikategorikan sama dengan Agreement, sebagai 

perjanjian yang relatif kurang penting bila dibandingkan dengan 

Treaty dan Convention. 

5. Charter; biasanya digunakan sebagai instrumen dari perjanjian yang 

akan membentuk dan melandasi suatu organisasi internasional. 

6. Covenant; dikategorikan sama dengan Agreement dan Convention. 

7. Statute; penggunaannya sama dengan Charter, digunakan sebagai 

instrumen pembentuk dan landasan yuridis organisasi internasional. 

8. Constitution; instrumen yang penggunaannya sama dengan Charter. 

9. Pact; umumnya dikenal sebagai perjanjian yang berkenaan dengan 

unsur militer. 

10. Protocol; sebagai instrumen pelengkap dari suatu Convention. 

11. Declaration; instrumen kurang formal yang berfungsi sebagai 

lampiran dari suatu Treaty atau Convention. 

12. Final Act; instrumen yang mencatat hasil akhir dari suatu 

konferensi yang kemudian dibentuk menjadi suatu perjanjian. 

13. General Act; dikategorikan sebagai Treaty. 

b) Perjanjian Internasional Tidak Tertulis 

Perjanjian internasional tidak tertulis diartikan sebagai setiap perjanjian 

internasional yang diekspresikan melalui instrumen tidak tertulis yang 

dapat berupa ucapan lisan, tindakan tertentu dari negara atau subjek hukum 

Internasional dan tulisan yang pembentukannya tidak melalui prosedur 

tertentu. 
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 2) Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional 

Pembuatan perjanjian internasional dibagi dalam tiga tahap, yaitu:
19

 

a. Perundingan (negotiation) dilakukan berdasarkan pada 

penunjukkan surat kuasa dari wakil sah dari suatu negara atau 

pemerintahan untuk mengadakan perjanjian internasional (letter of 

credence) yang diberikan pada credencial committee. 

b. Penandatanganan (signature), persetujuan suatu negara untuk 

mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang dapat diberikan dengan 

berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara negara-

negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan 

untuk mengikatkan diri dapat dilakukan dengan suatu 

penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta, atau menerima 

suatu perjanjian. 

c. Pengesahan (ratification), terdapat tiga sistem peratifikasian 

perjanjian internasional, yaitu: 

1. Ratifikasi yang dilakukan oleh badan eksekutif; 

2. Ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif; dan 

3. Sistem campuran, baik badan eksekutif maupun legislatif 

memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. 

 

 

                                                             
19

T. May Rudy, Hukum Internasional 1, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 

44. 
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b. Kebiasaan Internasional (International Custom) 

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan 

tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Hukum kebiasaan dapat 

berubah sesuai perkembangan kebutuhan internasional sedangkan perubahan 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama 

dan berbelit-belit. 

Kebiasaan internasional terbentuk dari tindakan-tindakan negara (state 

practices) yang dilakukan sejak lama dan terus-menerus. Kemudian sebagai 

akibatnya, tindakan negara yang telah berubah menjadi kebiasaan 

internasional tersebut dapat mengikat negara lain sebagai suatu norma hukum. 

Ian Brownlie menyatakan bahwa beberapa tindakan negara yang dapat 

menjadi sumber terbentuknya kebiasaan internasional ialah koresponden 

diplomatik, pernyataan kebijakan, pernyataan pers, putusan, dan praktik 

eksekutif lainnya.
20

 

Tindakan negara agar dapat disebut sebagai suatu kebiasaan 

internasional harus memenuhi dua unsur berikut: 

1. adanya konsistensi pelaksanaan dari tindakan negara tersebut. 

2. adanya opinio jurist sive neccesitatis, yang berarti adanya pengakuan 

subjektif dari negara-negara yang melakukan tindakan tersebut sebagai 

suatu kewajiban.  

 

                                                             
20

Eka An Aqimuddin, Protes Negara dalam Hukum Internasional (online), 

http://www.hukumpedia.com/hukum-internasional/protes-negara-dalam-hukum-internasional-

hk524135eeae3ac.html, 2013 (25 Nopember 2013) 

http://www.hukumpedia.com/hukum-internasional/protes-negara-dalam-hukum-internasional-hk524135eeae3ac.html
http://www.hukumpedia.com/hukum-internasional/protes-negara-dalam-hukum-internasional-hk524135eeae3ac.html
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c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) 

Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau 

sebagian besar hukum nasional negara-negara. Prinsip-prinsip hukum umum 

dicantumkan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf C Statuta Mahkamah 

Internasional, yang berbunyi sebagai berikut, “the general principles of law 

recognized by civilized nations.” Meski dari istilahnya tidak mencerminkan 

adanya proses pembentukan hukum seperti dalam istilah perjanjian dan 

kebiasaan internasional, para ahli menganggap prinsip hukum umum sebagai 

sumber hukum formal yang ketiga, yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip 

hukum umum dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip hukum yang melandasi 

semua hukum yang ada di dunia, baik hukum Internasional maupun hukum 

nasional. Hukum ini sifatnya sangat fundamental, karenanya berupa prinsip-

prinsip dan melandasi semua kaidah-kaidah hukum positif, sehingga 

pemberlakuannya pun universal. Semua negara dianggap terikat pada prinsip-

prinsip hukum umum, terlepas apakah negara menyetujui atau tidak. Artinya, 

dalam hal ini unsur konsensual diabaikan. 

Prinsip hukum umum mempunyai pengertian yang ditetapkan dalam 

perancangan Statuta Mahkamah Internasional. Dalam Travaux Preparatories, 

tahun 1920, yang berkaitan dengan Pasal 38 ayat (1) huruf C, Advisory 

Committee of Jurist, antara lain menyimpulkan: 
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a. perkataan “prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab” dimaksudkan terdiri dari prinsip-prinsip yang diakui 

oleh semua bangsa dalam fora domestik (in foro domestico). 

b. walaupun anggota-anggota Komite menganggap bahwa prinsip-prinsip 

hukum umum menjadi bagian dari hukum alam, prinsip-prinsip ini 

harus telah diterima oleh negara-negara. 

c. prinsip-prinsip hukum umum harus berfungsi sebagai sumber di dalam 

kerangka kerja dari suatu kondisi peradilan. 

Telah diketahui bahwa prinsip-prinsip hukum umum merupakan 

bagian dari Hukum Alam yang telah diterima oleh negara-negara. Hal ini 

mempunyai dua pengertian, pertama, sebagai bagian dari Hukum Alam maka 

prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip hukum yang sangat 

fundamental. Kedua, karena telah diterima (dikonsensuskan) oleh negara-

negara, prinsip-prinsip hukum umum akan dapat ditemukan dalam sumber-

sumber hukum Internasional formal. Dengan demikian, pengertian prinsip-

prinsip hukum umum sebenarnya mengacu pada sifat hukum, yaitu sifat yang 

fundamental atau mendasar. Sedangkan bentuk hukum dari prinsip-prinsip 

hukum umum tergantung pada sumber hukum formal dimana ia ditemukan, 

sehingga dapat berbentuk sebagai perjanjian internasional, hukum kebiasaan 

internasional, atau bentuk-bentuk lainnya.
21

 Adanya perkembangan hukum 

yang terus-menerus membuat prinsip hukum umum pun ikut berkembang. Di 

dalam prinsip hukum umum inilah berbagai sistem dan macam hukum 

                                                             
21

F.A Whisnu Situni, Op.Cit, hlm. 94-98. 
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dipertemukan dan dipersatukan. Prinsip hukum umum memiliki beberapa 

macam dan tingkatan: 

a. Prinsip-prinsip hukum pada umumnya; 

b. Prinsip-prinsip hukum dari berbagai sistem hukum; 

c. Prinsip-prinsip hukum nasional pada umumnya; 

d. Prinsip-prinsip Hukum Internasional pada umumnya; dan 

e. Prinsip-prinsip hukum dari berbagai cabang Hukum Internasional. 

Hukum Internasional mengenal prinsip-prinsip hukum umum yang 

mendasari atau menjadi landasan dari lahir dan berlakunya kaidah hukum 

Internasional positif. Dari prinsip Hukum Internasional itu akan dapat 

dirumuskan suatu norma atau kaidah Hukum Internasional positif dan 

sebaliknya suatu norma Hukum Internasional positif dapat dicarikan 

landasannya pada prinsip Hukum Internasional itu sendiri. Prinsip-prinsip 

hukum umum terkadang dapat ditemukan dalam perjanjian internasional 

maupun dalam bentuk hukum kebiasaan internasional. Jika memang sudah 

dirumuskan dalam bentuk perjanjian internsional ataupun sudah menjadi 

bagian dari hukum kebiasaan internasional, maka prinsip-prinsip hukum 

umum yang seperti itu dapat disamakan atau disejajarkan dengan Hukum 

Internasional positif, sehingga mempunyai kekuatan mengikat yang sama 

dengan Hukum Internasional positif.
22

 

 

                                                             
22

I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, 
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d. Keputusan Pengadilan (Judicial Decisions) dan Pendapat Para Ahli 

yang Telah Diakui Kepakarannya.  

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting 

dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum Internasional. 

Perjanjian internasional serta prinsip hukum umum memegang peranan yang 

cukup besar dalam praktik hukum Internasional. Perjanjian internasional 

maupun prinsip hukum umum memiliki karakteristik yang berbeda. 

 

3. Subjek Hukum Internasional 

Pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum Internasional atau yang 

merupakan subjek hukum Internasional adalah Negara, Tahta Suci, Palang 

Merah Internasional, Organisasi Internasional, Individu, dan Pemberontak.
23

 

Individu dalam Hukum Internasional diakui sebagai subjek dengan beberapa 

batasan.  

Martin Dixon: A subject of international law is a body or entity which is 

capable of possessing and exercising rights and duties under international 

law... The main capacities of an international legal person are first, the ability 

to make claims before international (and national) tribunals in order to 

vindicate rights given by international law. Secondly, to be subject to some or 

all of the obligations imposed by international law. Thirdly, to have the power 

to make valid international agreements (treaties) binding in international law. 

Fourthly, to enjoy some or all of the immunities from the jurisdiction of the 

domestic courts of other States, thins being an attribute of an international 

legal person as distinct from one governed by national law.
24
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 Disebutkan oleh Martin Dixon bahwa subjek Hukum Internasional 

adalah badan atau lembaga yang memiliki dan mampu melaksanakan hak dan 

kewajiban berdasarkan Hukum Internasional. Selain itu, sebuah badan atau 

lembaga Hukum Internasional dapat disebut sebagai subjek Hukum 

Internasional apabila pertama, memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim 

secara internasional maupun nasional di muka pengadilan untuk membela 

hak-haknya yang dilanggar. Kedua, tunduk pada beberapa atau seluruh 

kewajiban dalam Hukum Internasional. Ketiga, mempunyai kemampuan 

untuk membuat perjanjian internasional yang berlaku dan mengikat dalam 

Hukum Internasional. Dan keempat, dapat menikmati beberapa atau seluruh 

kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negeri negara lain. 

Berikut penjelasan singkat mengenai subjek Hukum Internasional:
25

 

a) Negara 

Negara dianggap sebagai subjek Hukum Internasional yang pertama 

karena Negara dapat melakukan hubungan internasional dengan entitas lain. 

Negara yang dapat dikategorikan sebagai subjek Hukum Internasional adalah 

negara yang memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayah (teritorial) 

tertentu, memiliki pemerintahan yang sah, dan memiliki kemampuan untuk 

mengadakan hubungan dengan negara lain. 

b) Tahta Suci 

Tahta Suci atau Vatikan yang ada di Roma bukan suatu negara, tetapi 

mempunyai kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek Hukum 
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Internasional. Meski begitu, tugas dan kewenangan Tahta Suci tidak seluas 

tugas dan kewenangan negara. Tahta Suci hanya memiliki tugas dan 

kewenangan yang terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan. 

c) Palang Merah Internasional 

Organisasi ini lahir sebagai subjek Hukum Internasional karena sejarah 

dan kemudian kedudukannya dalam Hukum Internasional semakin diperkuat 

dalam perjanjian dan konvensi palang merah, utamanya tentang perlindungan 

korban perang. 

d) Organisasi Internasional 

Ada banyak macam organisasi internasional dan dalam usahanya untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya, maka organisasi internasional harus memiliki 

international personality (kepribadian internasional).
26

 Oleh karena itu, 

organisasi internasional dianggap menjadi salah satu subjek Hukum 

Internasional. 

e) Individu 

Individu dapat dianggap menjadi subjek Hukum Internasional apabila 

dalam tindakan yang dilakukan mendapatkan penilaian positif ataupun negatif 

sesuai dengan kehidupan masyarakat dunia. Lahirnya Deklarasi Universal 

HAM (DUHAM) diikuti dengan beberapa konvensi HAM menyatakan bahwa 

individu adalah subjek Hukum Internasional yang mandiri. 
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f) Pemberontak 

Pemberontak yang dikenal juga sebagai Belligerent, menurut hukum 

perang, dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang 

bersengketa dalam keadaan tertentu, sehingga diakui sebagai subjek Hukum 

Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pencari Suaka sebagai Individu dalam Hukum Internasional 

Pencari suaka dan pengungsi merupakan individu yang pergi dari 

negara asalnya dan mencari perlindungan di negara lain. Meski begitu, 

perbedaan mendasar dari keduanya adalah pencari suaka belum tentu 

mendapatkan status sebagai pengungsi, tetapi pengungsi sudah pasti berawal 

dari pencari suaka. Pencari suaka dan para pengungsi mempunyai hak atas 

semua hak dan kebebasan dasar seperti disebutkan dalam instruman HAM 

internasional.
27

 Hak-hak tersebut sudah termuat di dalam Konvensi 
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Pengungsi 1951, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 

serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 

Pencari suaka sebagai individu dalam Hukum Internasional hanya 

memiliki hak-hak saja tanpa ada kewajiban yang mengikuti. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa pencari suaka bukan subjek Hukum Internasional. 

Meski begitu, tetap terdapat kewajiban bagi Negara yang berdaulat untuk 

memberikan perlindungan bagi pencari suaka dalam standar internasional. 

 

b. Negara dalam Hukum Internasional 

  Negara merupakan subjek utama dalam hukum Internasional, baik 

ditinjau secara historis maupun secara faktual. Kelebihan negara sebagai 

subjek hukum Internasional dibandingkan dengan subjek hukum 

Internasional lainnya adalah negara memiliki “kedaulatan” atau sovereignty. 

Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi, pada awalnya diartikan sebagai 

suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-

bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Akan tetapi, 

kini arti dan makna dari kedaulatan itu telah mengalami perubahan. 

Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai suatu yang bulat dan utuh, 

melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-

pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum 

Internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang 
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berdaulat tetap tunduk pada hukum Internasional serta tidak boleh melanggar 

atau merugikan kedaulatan negara lainnya.
28

 

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu 

negara mengandung dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi 

internal dari kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengatur 

masalah-masalah internal, domestik, atau dalam negerinya sendiri. Wujud 

nyata dari sisi internal kedaulatan negara terwujud dalam bentuk negara, 

bentuk pemerintahan, sistem politik, pembentukan, dan pelaksanaan hukum 

nasional yang semua itu ditentukan oleh masing-masing negara tanpa 

campur tangan dari negara-negara lain. Sedangkan sisi eksternal dari 

kedaulatan negara berwujudkan kekuasaan untuk mengadakan hubungan-

hubungan internasional dengan sesama negara maupun dengan subjek-

subjek hukum Internasional lainnya, seperti ikut serta dalam konferensi 

internasional, membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional 

(baik bilateral maupun multilateral), meminta bantuan atau memberikan 

bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, mengadakan 

kerjasama bilateral maupun multilateral, menjadi bagian dari organisasi 

internasional, dan sebagainya.
29
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c. Hak dan Kewajiban Dasar Negara 

Sebagai suatu entitas yang menjadi subjek Hukum Internasional, 

setiap negara memiliki hak dan kewajiban dasar.
30

 

a. Hak-Hak Dasar Negara: 

1. Hak kemerdekaan. 

2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat. 

3. Hak yurisdiksi teritorial. 

4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri. 

b. Kewajiban-Kewajiban Dasar Negara: 

1. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang. 

2. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat 

dengan iktikad baik. 

3. Tidak mencampuri urusan negara lain. 

Selain hak dan kewajiban dasar, negara juga memiliki hak dan 

kewajiban berkenaan dengan orang-orang asing. Empat pendapat penting 

dinyatakan berkenaan dengan izin masuk (admission) orang-orang asing 

ke negara-negara bukan negara mereka, yaitu:
31

 

a. suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing. 

b. suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang 

asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-
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golongan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang 

berpenyakit tertentu, dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya. 

c. suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk 

masuk ke wilayahnya tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang 

berkenaan dengan izin masuk mereka. 

d. suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut 

kehendaknya. 

Pendapat pertama di atas tidak pernah diterima sebagai suatu kaidah 

umum Hukum Internasional. Sebagian besar negara menyatakan dalam 

teori hukum untuk menolak setiap orang asing yang tidak dikehendakinya, 

yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu atribut 

esensial dari pemerintah yang berdaulat. Tidak adanya kewajiban menurut 

Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing 

didukung oleh studi terhadap perundang-undangan keimigrasian negara-

negara yang memperlihatkan bahwa negara-negara jarang mengizinkan 

masuknya orang-orang asing secara bebas. Sementara secara teoritis 

hampir semua negara mengklaim hak untuk melarang masuk orang-orang 

asing, dalam praktiknya negara-negara ini tidak menjalankan hak tersebut 

dengan sepenuhnya. Sebagai kaidah umumnya, dikenakan syarat-syarat 

untuk izin masuk, atau hanya pada golongan-golongan tertentu, seperti 

wisatawan asing atau mahasiswa yang diizinkan masuk secara bebas. 

Selanjutnya, ada batasan praktis mengenai pelaksanaan penuh hak itu yang 

harus diperhatikan setiap negara bahwa larangan penuh terhadap warga 
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negara dari suatu negara tertentu secara diplomatik dapat dianggap sebagai 

suatu penghinaan atau suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap 

negara itu.
32

 

d. Perlakuan Negara terhadap Orang Asing 

 Di dalam Hukum Internasional diatur perlakuan dan perlindungan 

terhadap orang asing. Hal tersebut untuk mengimbangi perlakuan suatu 

negara terhadap orang asing di negaranya. Seseorang disebut orang asing 

apabila ia bukan penduduk atau warga negara dari suatu negara. Orang 

asing sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan seseorang 

yang belum dinaturalisasi dan tinggal di dalam suatu negara dan orang 

yang bersangkutan bukan penduduk atau warga negara di tempat ia berada. 

Berdasarkan kriteria orang asing seperti yang diuraikan di atas, maka tidak 

semua orang asing yang datang ke suatu negara adalah orang asing dalam 

pengertian orang asing menurut hukum. Seorang wisatawan atau 

pengusaha asing juga merupakan orang asing, akan tetapi ia bukanlah 

seorang orang asing sebagaimana yang dimaksud dari pengertian di atas.
33

 

Pada prinsipnya, setiap negara bebas untuk menentukan kriteria sebagai 

warga negara dan orang asing. Persoalan kewarganegaraan merupakan 

persoalan dalam negeri suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan 

keamanan negara, kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan hak asasi 

yang bersumber kepada kepentingan nasional negara tersebut. Sudah sejak 
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lama Hukum Internasional mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak 

kemanusiaan yang dituangkan dalam berbagai perjanjian. Sekalipun 

perjanjian itu tidak secara langsung menciptakan hak-hak kemanusiaan 

bagi individu, tetapi perjanjian tersebut telah menciptakan kewajiban-

kewajiban tertentu bagi negara dalam hubungannya dengan pengakuan 

terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Meski yang 

menjadi peserta perjanjian tersebut adalah negara, tidak berarti bahwa hak-

hak yang diberikan oleh Hukum Internasional itu adalah milik negara. 

Sebaliknya, yang lebih dapat diterima adalah hak kemanusiaan itu dimiliki 

individu karena kodratnya atau manusia dianggap subjek dalam hubungan 

antara negara dan manusia sebagaimana dianut oleh kaum positivis.
34

 

Ada beberapa hal yang mendasari hukum Internasional harus mengatur 

tentang perlakuan terhadap orang asing. Pertama, timbulnya keyakinan 

yang semakin kuat bahwa manusia, tanpa memandang asal dan dimanapun 

dirinya berada, mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus 

sama dengan yang dinikmati oleh warga negara. Kedua, adanya mobilitas 

hubungan yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dengan 

yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan hidup manusia. Penting 

bagi suatu negara untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan 

demikian dan dapat di mengerti pula mengapa negara-negara berusaha agar 

warganegaranya di luar negeri diperlakukan dengan wajar sehingga dapat 
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hidup aman dan tenteram. Hal ini dikarenakan kebutuhan antar bangsa 

yang bersifat timbal balik, kepentingan untuk memelihara, dan mengatur 

hubungan-hubungan yang bermanfaat merupakan suatu kepentingan 

bersama. 

Berkenaan dengan perlakuan negara terhadap orang asing, terdapat dua 

pendapat bagaimana negara seharusnya memperlakukan orang asing. 

Pertama, Standar Minimal Internasional. Menurut pendapat ini, negara 

berkewajiban memperlakukan orang asing lebih istimewa dari warga 

negaranya sendiri dari segi hukum maupun penegakan hukumnya, yaitu 

perlindungan efektif menurut Hukum Internasional. Kedua, Standar 

Minimal Nasional. Menurut pendapat kedua ini, perlakuan terhadap orang 

asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya negara 

memperlakukan warga negaranya sendiri. Ahli hukum Argentina, Carlos 

Calvo, mengajukan doktrin yang mengajarkan prinsip non-intervensi yang 

disertai penegasan bahwa orang asing hanya berhak diperlakukan seperti 

halnya warga negara suatu negara dan karenanya menuntut orang asing itu 

harus menempuh cara-cara yang tersedia di dalam negara tersebut.
35

 

Perlakuan negara terhadap orang asing juga mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang disinggung dalam Draft Articles on State Responsibility. 

Pasal 22 dalam Draft tersebut mengatur mengenai upaya hukum setempat 

yang menjelaskan tentang hak orang asing untuk mendapatkan 

perlindungan dari negara tempat ia berada, sekalipun tindakan tersebut 
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bukan merupakan akibat dari kewajiban internasional. Di lain pihak, pasal 

ini juga memberikan kewajiban perlindungan jika terjadi pelanggaran oleh 

negara tempat orang asing tersebut berada.
36

  

Pada dasarnya, setiap orang asing secara asasi memiliki perlindungan. 

Prinsip perlindungan ini erat kaitannya dengan aspek keimigrasian, 

utamanya pada segi diizinkannya seseorang masuk ke wilayah suatu 

negara, sekalipun tidak menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan 

visa. Kondisi demikian bisa terjadi apabila sedang dalam kondisi yang 

tidak dimungkinkan (bukan dalam keadaan normal).
37

 

e. Tanggung Jawab Negara terhadap Orang Asing 

Penyebutan istilah „tanggung jawab negara‟ dalam hukum 

Internasional memiliki cakupan yang sangat luas. Tanggung jawab timbul 

tidak hanya karena terdapat kerugian material saja, tetapi adanya 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia pun dapat menimbulkan tanggung 

jawab negara. Banyak pakar berpendapat mengenai pengertian tanggung 

jawab negara.
38

  

1. Lauterpacht berpendapat bahwa masalah tanggung jawab negara 

timbul dari perbuatan melawan atau melanggar Hukum Internasional. 

Perbuatan itu dapat berupa delictual liability maupun atas terjadinya 

pelanggaran perjanjian.  

                                                             
36

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit, hlm. 9. 
37

Yudha Bhakti, Hukum Internasional, Bahan ajar Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu 

Hukum, Universitas Pajajaran, Bandung, hlm. 2. 
38

Syahmin A.K, Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis, Bina Cipta, 

Jakarta, 1996, hlm. 352. 



34 

 

 

2. Malcolm N. Shaw beranggapan bahwa timbulnya tanggung jawab 

negara disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. Pertama, 

terdapatnya kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak. 

Kedua, adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar 

kewajiban.  

3. Ian Brownlie lebih tegas lagi menyatakan bahwa tanggung jawab 

negara muncul  karena suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat 

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurutnya ialah 

pelanggaran suatu perjanjian internasional atau pelanggaran kewajiban 

hukum.  

4. J.G Starke menyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul akibat 

adanya tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak 

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, 

serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap 

negara atau warga negara lain. 

Tanggung jawab negara terhadap orang asing dapat dibagi ke dalam 

dua periode. Pertama, periode Hukum Internasional tradisional. Pada era 

Hukum Internasional tradisional, yang diakui hanyalah kewajiban negara 

terhadap orang asing sebatas standar minimum peradaban dan keadilan. 

Dasar yang digunakan ialah karena individu tidak mempunyai hak 

berdasarkan Hukum Internasional. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran atas hak-hak individual secara internasional. Jika terjadi 

pelanggaran terhadap individu, maka individu tersebut dapat melakukan 
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tindakan terhadap negara pelanggar dengan diwakili oleh negaranya. 

Dampak lebih luas terhadap penerapan paham ini akan berakibat kepada 

orang tanpa kewarganegaraan serta warga negara dari negara yang 

melakukan pelanggaran. Kedua, periode Hukum Internasional modern. 

Hukum Internasional modern bercirikan pada pengakuan dan pemberian 

pengakuan pada individu dengan tidak memperhatikan 

kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan pada kedudukan serta 

memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu itu 

berada. Negara-negara dituntut untuk menghormati norma-norma dasar 

HAM dan pada sisi lain, pelanggaran suatu negara terhadap norma-norma 

dasar tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan.
39

 

 

B. Tinjauan Umum mengenai Pengaturan Suaka dalam Hukum 

Internasional 

1. Pengertian Suaka 

Suaka berasal dari bahasa Latin yaitu “Asylum” yang berarti tempat 

yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikejar-kejar mencari 

perlindungan.
40

 

 Tidak ada yang menentukan secara hukum mengenai pengertian 

“suaka”, demikian pula dengan batasan pencari suaka. Sebagai pedoman, kita 
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dapat berpegang pada Pasal 1 Paragraf 3 Deklarasi tentang Suaka Teritorial 

1967
41

, yang isinya adalah, “It shall rest with the State granting asylum to 

evaluate the grounds for the grant of asylum.” Penilaian alasan pemberian 

suaka adalah tanggung jawab Negara yang memberikan suaka. 

 Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian suaka, di antaranya 

adalah sebagai berikut:
42

 

a. Dr. Kwan Sik, S.H 

Suaka adalah perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan 

lain atau oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberikan suaka). 

b. Oppenheim Lautterpacht 

Suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai 

kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan orang asing 

memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.
43

 

c. Charles de Visscher (Theory and Reality in Public International Law) 

Suaka adalah sesuatu kemerdekaan dari suatu negara untuk memberikan 

suatu suaka kepada seseorang yang memintanya. 

d. Gracia Mora (International Law and Asylum as Human Right) 

Suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh sesuatu negara 

kepada orang asing yang melawan negara asalnya. 
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e. Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H 

Asylum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia 

mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan negara asing di 

wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. 

Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh 

penguasa negara lain.
44

 

f. J.G Starke 

Beliau menegaskan bahwa konsepsi suaka di dalam Hukum Internasional 

mencakup 2 (dua) unsur, yaitu: 

1. pernaungan yang lebih daripada pelarian yang sementara sifatnya. 

2. pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai 

daerah suaka secara aktif.
45

 

Masalah suaka pada hakikatnya menyangkut 2 (dua) pengertian yaitu 

suaka teritorial dan suaka diplomatik. Suaka teritorial menyangkut pada 

kewenangan negara untuk memperbolehkan pengungsi atau aktivis politik 

masuk atau tinggal di bawah negara tersebut yang juga berarti di bawah 

perlindungannya, karena itu memberikan suaka kepadanya, yang tidak asing 

lagi di dalam hukum Internasional.
46

 

 Dalam hal suaka teritorial, tempat suaka adalah wilayah negara atau 

wilayah negara yang berada di bawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Pada 
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Starke, J.G, An Introduction to International Law, Fourth Edition, Butterworth & Co, London, 

1958, hlm. 265, dalam bukunya Sulaiman Hamid, Op.Cit, hlm. 46. 
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umumnya, suaka teritorial diberikan di wilayah darat negara pemberi suaka, 

tetapi juga dapat diberikan di wilayah perairan negara pemberi suaka. Hal ini 

berlaku apabila pencari suaka datang dengan kapal dan tinggal di kapal yang 

membawanya selama masa suakanya, yang pada umumnya tidak lama, 

sebelum pencari suaka yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah darat 

negara pemberi suaka, atau sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke 

negara lain.
47

 

 Berbeda dengan suaka teritorial, suaka diplomatik terjadi dalam hal 

perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari 

perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. 

Tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing dapat mencegah 

penangkapannya secara paksa oleh penguasa setempat, tetapi saat ia 

meninggalkan gedung perwakilan asing tersebut, ia kehilangan 

perlindungannya. Perwakilan asing tidak mempunyai hak untuk menuntut 

agar seseorang yang telah diberikan suaka itu diberikan jaminan keamanan 

atau keselamatan untuk meninggalkan wilayah.
48

 

 Dalam hal suaka diplomatik, tempat suaka adalah tempat-tempat yang 

menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi 

negara pemberi suaka, dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah 

negara lain, serta umumnya diakui sebagai yurisdiksi negara di mana tempat 
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termaksud atau kebetulan berada. Tempat-tempat demikian adalah sebagai 

berikut:
49

 

a. gedung atau pekarangan (premises) misi diplomatik atau konsuler; 

b. rumah dinas Kepala misi diplomatik atau konsuler; 

c. gedung (dan pekarangan yang disediakan oleh pemberi suaka yang lain dari 

yang tersebut di atas, dalam hal jumlah pencari suaka melebihi daya 

tampung tempat-tempat tersebut (a) dan (b)); 

d. pangkalan atau kamp militer; 

e. kapal perang atau pesawat terbang militer. 

 Suaka diplomatik sama halnya dengan suaka politik merupakan 

gagasan yurisdiksi di mana seseorang dianiaya untuk opini politik di 

negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara 

asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan. Suaka politik 

merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan Hukum Internasional. 

Seluruh negara yang menerima Konvensi tentang Status Pengungsi PBB 

wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang ke 

negerinya.
50

 

 Permintaan suaka (politik) ke negara lain hanya dapat dibenarkan jika 

dilakukan untuk alasan-alasan yang sifatnya politik. Dengan demikian, suaka 

politik layak diberikan kepada mereka yang meminta perlindungan, dan 

permintaan tersebut didasari motivasi atau dalam konteks perjuangan politik. 
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Oleh karena itu, permintaan suaka yang didasari oleh motif lain selain karena 

alasan politik, kiranya pantas dipertanyakan.
51

 

 

2. Dasar Hukum Pemberian Suaka 

Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional 1889 

membahas terkait dengan suaka dan ekstradisi, ketentuan pemberian suaka 

hanya diperbolehkan untuk tindakan kejahatan politik. Pasal 16 Perjanjian 

tersebut berbunyi: 

Political refugees shall be afforded an inviolable asylum; but it is the 

duty of the nation of refuge to prevent asylees of this kind from 

committing within its territory any acts which may endanger the public 

peace of the nation against which the offense was committed. 

Pengungsi politik harus diberikan suaka yang tidak dapat diganggu gugat; 

tetapi negara pemberi suaka memiliki kewajiban untuk mencegah penerima 

suaka melakukan hal-hal yang yang dapat membahayakan keamanan 

masyarakat di dalam wilayah negaranya. 

 Diperjelas lagi mengenai dasar pemberian suaka dalam Pasal 14 ayat 

(2) UDHR yang berbunyi, “This right may not be invoked in the case of 

prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts 

contrary to the purposes and principles of the United Nations.” 

 Ketentuan Pasal 14 tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang 

hanya berhak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka apabila ia 

melakukan tindakan yang bersifat politik dan tidak berlaku untuk tindakan-

                                                             
51

Ibid, hlm. 3-4. 



41 

 

 

tindakan yang bersifat kejahatan biasa atau non-politik serta tindakan yang 

bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB, seperti tindak kejahatan 

terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
52

 

 Dalam perkembangannya, ketentuan Resolusi Majelis Umum (MU) 

PBB tanggal 14 Desember 1967 nomor 2312 memperluas cakupan seseorang 

yang berhak dan layak mendapatkan suaka.
53

 Pembukaan Resolusi tersebut 

menyatakan: 

Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons 

entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human 

Rights, including persons struggling against colonialism, shall be 

respected by all other State. 

 

Pemberian suaka oleh suatu Negara merupakan suatu upaya pelaksanaan 

kedaulatannya, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak meminta 

suaka seperti yang tertulis dalam Pasal 14 DUHAM, termasuk orang-orang 

yang berjuang melawan kolonialisme, harus dihormati oleh semua Negara. 

 Peraturan terkait dengan suaka di dalam instrumen Hukum 

Internasional telah menjelaskan pelaksanaan pemberian suaka ini sebagai hak 

dari setiap individu untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain 

sebagai dampak dari perasaan takut dan tidak amannya kehidupan mereka di 

negara asal serta dinyatakan pula kategori seseorang yang layak atau tidak 

layak di dalam menerima suaka.
54
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3. Macam-Macam Suaka 

Pembagian suaka tidak hanya terbatas pada suaka teritorial dan suaka  

diplomatik. Ada 2 (dua) pembagian suaka lainnya.
55

 

a. Temporary Asylum 

Apabila terjadi kerusuhan di tempat pemohon meminta perlindungan, maka 

suaka yang diberikan bersifat sementara sampai pejabat yang berwenang 

dari negara asal si pemohon memberikan jawaban kepada negara pelindung 

agar individu tadi diserahkan. Biasanya penyerahan itu disertai syarat-

syarat agar penguasa negara asal pemohon memperlakukan si pemohon 

sesuai dengan norma-norma yang ada. 

b. Definitive Asylum 

Pemohon suaka diberikan perlindungan dan ia diletakkan di luar yurisdiksi 

negara asalnya. 

 

4. Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Penerima Suaka (Asylee) 

Sama halnya dengan pengertian suaka, pengertian pencari suaka 

(asylum seeker) juga belum mendapatkan kesepakatan secara umum di antara 

negara-negara di dunia. Namun faktanya suaka merupakan suatu bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang menghadapi atau dapat 

menghadapi penuntutan (persecution) yang nyata karena alasan-alasan selain 

dari tindak kejahatan umum, kejahatan yang bertentangan dengan prinsip-
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prinsip PBB. Dalam Draft Konvensi tentang Territorial Asylum yang disusun 

oleh The United Nations Group of Experts, memberikan mendefinisikan 

kriteria bagi seseorang yang bisa mendapatkan suaka, sebagai berikut:
56

 

Article 1 Grant of Asylum: 1. A Contracting State, acting in an 

international an humanitarian spirit, shall use its best endeavors to 

grant asylum in its territory, which for the purpose of the present 

Article includes permission to remain in that territory, to any person 

who, owing to well  founded fear of: (a). Persecution for reason of 

race, religion, nationality, membership in a particular social group, or 

political opinion, or for reason of struggle against apartheid or 

colonialism; or (b) prosecution or severe punishment for acts arising 

out of any of the circumstances listed under (a); is unable or unwilling 

to return to the country of his nationality, or if he has no nationality, 

the country of his former habitual residence.  

Pasal 1 Pemberian Suaka: 1. Suatu Negara bertindak dalam jiwa kemanusiaan 

internasional harus menggunakan upaya terbaiknya untuk memberikan suaka 

di dalam wilayahnya yang meliputi pemberian izin untuk tetap tinggal di 

wilayah tersebut untuk setiap orang yang memiliki ketakutan akan: a) 

penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam 

kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, atau karena alasan 

perjuangan melawan apartheid atau kolonialisme, atau b) penuntutan atau 

hukuman berat atas tindakan yang timbul dari suatu keadaan seperti yang 

disebutkan dalam poin a), yaitu tidak mampu atau tidak mau kembali ke 

negara asalnya, atau jika ia kehilangan kewarganegaraan dari negara bekas 

tempat tinggalnya. 
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UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang diberikan  mandat untuk 

menangani masalah-masalah pengungsian dan suaka memberikan definisi 

sebagai berikut: 

The term asylum seeker refers to a person who request refugee status 

in another state, normaly on the grounds that they have a well-founded 

fear of persecution in their country of origin, or because their life and 

liberty is threatened by wars conflict and violence. 

Istilah pencari suaka mengacu pada seseorang yang meminta status pengungsi 

di negara lain, yang secara umum didasari karena alasan ketakutan akan 

penganiayaan di negara asalnya, atau karena kehidupan dan kebebasannya 

terancam oleh perang konflik dan kekerasan. 

Berdasarkan teks draft Konvensi dan definisi oleh UNHCR di atas, 

kriteria yang dipergunakan terhadap seseorang yang dapat diberikan suaka 

secara esensial sama dengan kriteria bagi seseorang yang dikategorikan 

sebagai pengungsi (refugee). Sehingga perbedaan antara “refugee” dengan 

“asylee” atau seorang penerima suaka, dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. pengungsi (refugee) adalah status personal yang diberikan kepada 

seseorang berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku. Sehingga 

seseorang dengan status sebagai pengungsi memiliki hak dan kewajiban 

tertentu sebagaimana diatur oleh Hukum Internasional. Beberapa prinsip-

prinsip dasar adanya lembaga suaka juga berlaku terhadap pengungsi; 

b. penerima suaka (asylee) adalah seorang yang kepadanya prinsip-prinsip 

dasar suaka diberlakukan. Seorang penerima suaka pada akhirnya dapat 

diberikan status sebagai pengungsi. 
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Dalam praktiknya, batasan antara pengungsi (refugee) dan penerima 

suaka (asylee) adalah sangat kabur, terutama dalam kondisi dimana terdapat 

pencari suaka dalam jumlah yang sangat banyak, kedua status sebagai 

pengungsi dan penerima suaka seringkali melekat pada orang yang sama. 

Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses pencarian 

suaka di luar negara asal, seorang pengungsi sekaligus adalah seorang pencari 

suaka karena sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi, dia adalah seorang 

pencari suaka. Sebaliknya pencari suaka belum tentu seorang pengungsi, ia 

baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrumen Hukum 

Internasional dan atau nasional.
57

 

 

5. Pemberian Suaka oleh Negara 

Declaration on Territorial Asylum 1967 menyatakan: 

Recognizing that the grant of asylum by a State to persons entitled to 

invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Rights is a 

peaceful and humanitarian act and that, as such, it cannot be regarded 

as unfriendly by any other State. 

 

Pemberian suaka oleh suatu Negara yang berhak menerimanya berdasarkan 

Pasal 14 DUHAM merupakan tindakan kemanusiaan dan penuh perdamaian, 

sehingga pemberian suaka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan tidak 

bersahabat oleh Negara lainnya. 
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 Selanjutnya dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi: 

1. Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to 

persons entitled to invoke article 14 of the Declaration of Human 

Rights, including persons struggling against colonialism, shall be 

respected by any other States. 

2. The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any 

person with respect to whom there are serious reasons for 

considering that he has committed a crime against humanity, as 

defined in the international instruments drawn up to make provision 

in respect of such crimes. 

3. It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds 

for the grant of asylum. 

Pasal 1 Deklarasi tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Pemberian suaka oleh suatu Negara merupakan suatu upaya 

pelaksanaan kedaulatan, yang diberikan kepada orang-orang yang 

berhak meminta suaka seperti yang tertulis dalam Pasal 14 DUHAM, 

termasuk orang-orang yang berjuang melawan kolonialisme, harus 

dihormati oleh semua Negara. 

2. Hak untuk mencari dan menikmati suaka tidak dapat diberikan kepada 

seseorang yang dengan dengan alasan-alasan serius dipertimbangkan 

bahwa dirinya telah melakukan kejahatan kemanusiaan, seperti yang 

didefinisikan dalam instrumen internasional yang disusun untuk 

membuat ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. 

3. Penilaian alasan bagi pemberian suaka adalah tanggung jawab Negara 

pemberi suaka. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa meski hak 

seseorang atas suaka diakui oleh hukum Internasional, namun hak tersebut 

bersifat terbatas hanya untuk mencari (to seek) dan untuk menikmati (to 
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enjoy) suaka, bukanlah untuk mendapatkan (to obtain) ataupun untuk 

menerima (to receive) suaka. Sehingga, dengan demikian tidak terdapat 

kewajiban bagi negara untuk memberikan (to grant) suaka kepada seorang 

pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam ketentuan di atas adalah 

pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan 

kedaulatan (in the exercise of its sovereignty) dari negara. Dengan demikian 

karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah 

negara, maka negara pemberi suaka (State-granting asylum) mempunyai 

kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-

alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau 

menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada 

negara asal (origin State) dari pencari suaka.
58

 

 

6. Karakteristik Suaka 

Dari praktik-praktik internasional dalam menghadapi masalah 

permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka 

tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka 

yaitu sebagai berikut:
59

 

a. suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak; 
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b. hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau 

memperolehnya, dapat menikmatinya; 

c. pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan 

kedaulatannya; 

d. pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan 

damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara 

tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara 

asal pencari suaka; 

e. sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan 

pada asas timbal balik; 

f. suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut: 

1) Larangan pengusiran (non expulsion); 

2) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non-refoulement), 

termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontiers); dan 

3) Non-ekstradisi pesuaka (asylee); 

g. bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka 

kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, 

negara tersebut setidak-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada 

pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia 

memperoleh suaka di negara lain; 

h. suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana non-

politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, 

yang meliputi: 



49 

 

 

(1) Tindak pidana biasa; 

(2) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (war 

crimes) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (crimes against 

humanity), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen 

Internasional yang bersangkutan; 

i. pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk 

tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi 

suaka; dan 

j. pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang 

negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan 

antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka. 

 

C. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Pemindahan Pencari Suaka 

1. Pengertian Pemindahan Pencari Suaka 

Pemindahan pencari suaka pada intinya merupakan suatu bentuk 

kesepakatan antara dua atau lebih negara. Tidak ada definisi mengenai 

pemindahan pencari suaka yang diberikan, baik oleh PBB maupun UNHCR. 

Namun dalam Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer 

Arrangements of Asylum-Seekers yang dikeluarkan oleh UNHCR, terdapat 

beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara dalam membuat 

kesepakatan untuk melakukan pemindahan pencari suaka, antara lain: 

Such arrangements have typically involved the transfer of asylum 

seekers either:  
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a. to the State where they first sought (or could have sought) asylum; 

or 

b. to other countries with which the asylum-seeker has no previous 

links. They have also involved both bilateral and/or multilateral 

(regional) arrangements. 

 

 Pengaturan tersebut pada umumnya melibatkan pemindahan pencari suaka: 

a. ke Negara di mana mereka pertama kali mencari (atau telah mencari) 

suaka, atau 

b. ke Negara-Negara di mana pencari suaka tidak memiliki hubungan 

sebelumnya. Negara-Negara tersebut harus sudah memiliki perjanjian, baik 

bilateral dan/atau multilateral (regional). 

Jelas bahwa pemindahan pencari suaka dapat dilakukan antara negara 

yang didatangi lebih dahulu oleh para pencari suaka atau negara-negara lain di 

mana para pencari suaka belum pernah mendatanginya, dengan syarat negara-

negara yang belum pernah didatangi tersebut telah membuat perjanjian 

pemindahan pencari suaka. 

 

2. Syarat-Syarat Perjanjian Pemindahan Pencari Suaka 

Dalam hal pemindahan pencari suaka, hak-hak pencari suaka harus 

tetap dipenuhi, baik oleh negara pemindah (the Transferring State) maupun 

oleh negara penerima (the Receiving State). Disebutkan dalam Guidance Note 

on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements of Asylum-Seekers 

yang dikeluarkan oleh UNHCR, terdapat beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam kesepakatan pemindahan pencari suaka. 
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The transfer arrangement needs to guarantee that each asylum-seeker: 

a. will be individually assessed as to the appropriateness of the 

transfer, subject to procedural safeguards, prior to transfer. Pre-

transfer assessments are particularly important for vulnerable 

groups, including unaccompanied and separated children. The best 

interest of the child must be a primary consideration; 

b. will be admitted to the proposed The Receiving State; 

c. will be protected against refoulement; 

d. will have access to fair and efficient procedures for the determination 

of refugee status and/or other forms of international protection; 

e. will be treated in accordance with accepted international standards 

(for example, appropriate reception arrangements; access to health, 

education and basic services; safeguards against arbitrary detention; 

persons with specific needs are identified and assisted); and 

f. if recognized as being in need of international protection, will be 

able to enjoy asylum and/or access a durable solution. 

 

Perjanjian pemindahan pencari suaka harus menjamin bahwa setiap pencari 

suaka: 

a. sebelum dilakukan pemindahan akan dinilai secara individual untuk 

kesesuaian pemindahan, tunduk pada pengamanan yang sesuai dengan 

prosedur. Penilaian sebelum pemindahan sangat penting bagi kelompok-

kelompok orang yang rentan, termasuk orang-orang yang tanpa 

pendamping dan anak-anak yang terpisah. Perlakuan terbaik bagi anak-

anak menjadi pertimbangan yang diutamakan. 

b. akan dikirimkan ke Negara penerima yang telah ditetapkan. 

c. akan dilindungi dari refoulement. 

d. akan memiliki akses ke prosedur penilaian yang adil dan efisien untuk 

menentukan status pengungsi dan/atau bentuk lain dari perlindungan 

internasional. 
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e. akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional yang diterima 

(misalnya penerimaan yang sesuai, mendapatkan akses dalam bidang 

kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar, perlindungan terhadap 

tindakan yang sewenang-wenang, serta orang-orang yang berkebutuhan 

khusus akan diidentifikasi dan diberi bantuan).  

f. jika diakui untuk mendapatkan perlindungan internasional, maka orang-

orang tersebut akan dapat menikmati suaka dan/atau mendapatkan solusi 

jangka panjang. 

Sehingga bila ditarik kesimpulan, maka para pencari suaka yang 

dipindahkan (transferred asylum seeker) masih akan tetap menikmati hak-

haknya tanpa dikurangi. Para pencari suaka akan tetap diperlakukan sesuai 

dengan standar internasional yang berlaku, seperti kemudahan mendapatkan 

akses ke bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya. Mereka 

juga akan dihindarkan dari proses refoulement (pemulangan). Apabila terbukti 

mereka membutuhkan perlindungan internasional, maka mereka akan diberikan 

suaka. 

 

D. Kronologi Kasus 

Kerumitan migrasi yang tidak teratur berkaitan erat dengan kejahatan 

perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang tidak dapat dipecahkan 

dengan tindakan seorang diri saja, tetapi harus ditangani oleh beberapa negara 

dengan cara membentuk pengaturan kooperatif di bawah perlindungan 

kerangka kawasan regional dan internasional. Hal inilah yang dilakukan oleh 
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Australia, Malaysia, dan PNG yang telah membuat pejanjian pemindahan 

pencari suaka beberapa waktu lalu. 

Masalah pencari suaka sangat kontroversial bagi pemerintah Australia. 

Saat ini ada lebih dari 6.000 pencari suaka di tempat-tempat penampungan di 

Australia yang berasal dari negara-negara termasuk Iran, Irak, Vietnam, Sri 

Lanka, dan Afganistan. Kemudian Pemerintah Australia dan Malaysia 

mengumumkan komitmen untuk melakukan pengaturan baru yang inovatif 

untuk mengatasi penyelundupan manusia dan migrasi yang tidak teratur di 

kawasan Asia-Pasifik. Sebagai perwakilan dari kedua negara, Perdana Menteri 

Malaysia, Dato‟ Sri Najib Tun Razak dan Perdana Menteri Australia, Julia 

Gillard, sepakat untuk melakukan pengaturan bilateral baru sebagai bagian dari 

Kerangka Kerjasama Kawasan yang disepakati di Pertemuan Tingkat Menteri 

Proses Bali (Bali Process Ministerial Meeting). Komitmen itu terlaksana 

melalui penandatanganan perjanjian pertukaran pengungsi atau bisa disebut 

dengan pemindahan pencari suaka. Pengaturan bilateral tersebut berbentuk 

perjanjian transfer kooperatif di mana pencari suaka yang tiba melalui jalur laut 

di Australia akan ditransfer ke Malaysia. Sebagai gantinya, Australia akan 

memperluas program kemanusiaannya dan mengambil tanggung jawab 

pembagian beban yang lebih besar untuk menampung kembali para pengungsi 

yang berada di Malaysia. 
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Perdana Menteri Najib dan Gillard telah sepakat bahwa unsur-unsur 

kunci perjanjian bilateral ini akan mencakup: 

1. 800 pendatang maritim yang tiba di Australia setelah tanggal berlakunya 

perjanjian akan ditransfer ke Malaysia untuk menjalani penilaian 

penentuan status pengungsi; 

2. sebagai imbalannya, dalam empat tahun, Australia akan memukimkan 

kembali 4.000 pengungsi yang kini sudah berada di Malaysia; 

3. mereka yang ditransfer tidak akan menerima perlakuan preferensial apa 

pun dibandingkan dengan pencari suaka yang sudah berada di Malaysia; 

4. mereka yang ditransfer akan diberi kesempatan untuk menerima klaim 

suaka mereka dipertimbangkan kembali dan mereka yang memerlukan 

perlindungan internasional tidak akan dikirim kembali ke negara asal 

mereka; 

5. mereka yang ditransfer akan diperlakukan dengan bermartabat dan rasa 

hormat dan sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia; dan 

6. Australia akan secara penuh mendanai perjanjian ini. 

Australia dan Malaysia bekerja sama dengan UNHCR dan Organisasi 

Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration / IOM) 

untuk menjalankan perjanjian ini. Pemerintah Australia dan Malaysia telah 

meminta para pejabat senior untuk menyelesaikan Nota Kesepahaman 
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(Memorandum of Understanding / MOU) guna menjabarkan ketentuan-

ketentuan perjanjian tersebut secara rinci.
60

 

Perjanjian yang dibuat Australia dan Malaysia ini ternyata 

menyebabkan beberapa kelompok hak asasi merasa keberatan dengan 

perjanjian tersebut. Sebelumnya PBB telah mengecam Australia karena 

menahan para pencari suaka ketika permohonan mereka sedang 

dipertimbangkan. Kritik juga diungkapkan oleh Amnesty International yang 

menyatakan kekhawatiran bahwa Malaysia sering memperlakukan pencari 

suaka dengan buruk. Kelompok itu mengatakan para pencari suaka sering 

ditampung dalam sel dengan kondisi mengenaskan serta sering dieksploitasi 

dan dicambuk. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin 

Hussein, yang menandatangani perjanjian itu di Kuala Lumpur, mengatakan 

pencari suaka akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional badan 

pengungsi PBB. “Tuduhan bahwa Malaysia tidak berbuat adil terhadap 

pengungsi di negaranya sepenuhnya tidak benar,” katanya. Begitu pula dengan 

Gillard, ia menegaskan bahwa para pencari suaka akan diperlakukan dengan 

baik. “Untuk memastikan kesejahteraan pencari suaka yang dipindahkan, akan 

ada komite pemantau yang anggotanya termasuk dari badan pengungsi PBB 

(UNHCR),” katanya. Sedangkan pihak UNHCR yang tidak ikut 
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menandatangani perjanjian itu mengatakan bahwa lembaga itu lebih suka 

Australia menangani migran di negaranya sendiri.
61

 

Tidak lama setelah perjanjian pemindahan pencari suaka antara 

Australia dan Malaysia ditandatangani, perjanjian itu kemudian dibatalkan 

setelah Pengadilan Tinggi Australia memutuskan pencari suaka seharusnya 

hanya dikirim ke negara-negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 

PBB. Meski begitu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan 

bahwa Malaysia masih berminat bekerjasama dengan Australia. “Kami 

memperlakukan pencari suaka dengan sangat baik dibandingkan dengan 

negara-negara lain dan itulah mengapa kami bersedia bekerjasama dengan 

Australia untuk memukimkan kembali orang-orang ini,” katanya. Anifah 

mengatakan bahwa dirinya bersama Kementerian Tenaga Kerja sudah 

mempelajari kriteria untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB dan 

menemukan suatu konflik. “Terdapat konflik antara memperlakukan rakyat 

kami sendiri dan memperlakukan para pengungsi, namun demikian kami tidak 

pernah menghindar dari tugas dan kewajiban kami,” katanya. 

Setelah Malaysia, pihak Australia kemudian membuat kesepakatan 

yang sama mengenai pemindahan pencari suaka dengan pihak PNG. 

Pemerintah Australia berupaya melakukan pendekatan dengan PNG agar 

bersedia menyediakan tempat bagi para pengungsi yang mencari suaka politik. 

Saat melakukan pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44, 
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Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd, menyatakan pihaknya terus 

berusaha meyakinkan pemerintah PNG agar mau menampung pengungsi yang 

masuk ke negaranya. “Setelah Malaysia setuju, kini kami tengah menanti 

jawaban dari pemerintah Papua Nugini untuk menyediakan tempat 

penampungan pencari suara suaka,” kata Rudd di Nusa Dua Bali, Kamis 

(21/7/2011). Dia menegaskan bahwa saat ini kepedulian negaranya adalah 

dalam hal penanganan masuknya para pengungsi. “Kepedulian Australia adalah 

mengatasi pendatang ilegal,” ujarnya kepada wartawan usai menggelar 

pertemuan dengan Menteri ASEAN dan negara mitra dialog. Rudd kembali 

menegaskan bahwa sebelumya pihaknya telah berhasil melakukan pendekatan 

dengan Malaysia yang akhirnya bersedia untuk untuk menyediakan tempat bagi 

para pengungsi. Untuk itu, kini Australia berusaha melakukan hal sama 

terhadap PNG dengan harapan PNG akan bersedia menyediakan fasilitas 

serupa. Rudd mengatakan bahwa Australia telah mengajukan permintaan resmi 

kepada pemerintahan PNG dibawah perintah Perdana Menteri Michael Somare 

agar bersedia menangani pengungsi atau pencari suaka.
62

 

Berdasarkan perjanjian baru antara Australia dan PNG, para pencari 

suaka yang datang dengan kapal akan dikirim ke Pulau Manus di PNG untuk 

diproses. Bila mereka dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka akan 

dimukimkan di PNG. Akan tetapi, bila dinyatakan bukan pengungsi, mereka 

akan dipulangkan ke negeri asal atau dikirim ke negara lain. Perdana Menteri 
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Rudd mengatakan bila kebijakan itu berisi pesan yang ditujukan kepada para 

penyelundup manusia bahwa mereka tidak bisa menawarkan kepada para 

pencari suaka kesempatan untuk tinggal di Australia.
63
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Yuridis Normatif di bidang 

Hukum Internasional, yaitu mengkaji, menganalisis serta mendeskripsikan 

instrumen-instrumen Hukum Internasional yang menjadi dasar hukum 

pemindahan pencari suaka ke negara ketiga, studi kasus pemindahan pencari 

suaka dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini. Penelitian Yuridis Normatif 

ini dimaksudkan bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian akan 

dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang 

berlaku, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin para sarjana hukum. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan “Statute Approach” 

yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara 

menelaah semua peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum 

dalam penulisan ini, khususnya peraturan di bidang Hukum Internasional dan 

“Case Approach” yaitu pendekatannya dilakukan dengan cara mengkaji kasus 

untuk referensi bagi suatu isu hukum.
64

 Dalam penulisan ini, kasus yang akan 

dibahas adalah pemindahan pencari suaka dari Australia ke Malaysia dan Papua 

Nugini. 

                                                             
64

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 113. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan 

penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan jenis data yang 

diperoleh berdasarkan sumber-sumber bahan hukum atau literatur yang penulis 

dapatkan dari buku.  

1. Bahan Hukum Primer 

a. Deklarasi HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights / 

UDHR); 

b. Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements 

of Asylum-Seekers; 

c. Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951;  

d. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi; 

e. Asylum Procedures Directive (APD); 

f. Deklarasi tentang Suaka Teritorial (Declaration on Territorial Asylum) 

1967  

g. Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional 1889 

h. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB tanggal 14 Desember 1967 nomor 

2312  

i. Statuta Mahkamah International (ICJ Statute) 

2. Bahan Hukum Sekunder 

a. Literatur hukum, baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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b. Artikel dan pendapat para ahli dan sarjana yang berkaitan dengan 

masalah dalam penelitian ini. 

 3. Bahan Hukum Tersier 

  a. Kamus Hukum: Black’s Law Dictionary 

 b. Internet 

 

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 

Perolehan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode Library Research, yaitu suatu metode pengumpulan bahan 

dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur dan mengumpulkan 

berbagai informasi yang terkait dengan judul serta beberapa informasi penunjang 

yang dapat membantu penulis menemukan bahan terbaru mengenai pemindahan 

pencari suaka dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini. 

 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

deskriptif analitis. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

mendeskripsikan objek kajian yang dianalisis, yaitu mengenai pemindahan 

pencari suaka dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini dari segi hukum 

Internasional. Kemudian akan diberikan simpulan terhadap bahan yang telah 

dianalisis tersebut ataupun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah 

dilakukan. 

 



62 

 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Pencari Suaka 

Individu atau sekelompok orang yang pergi dari negara asalnya ke negara 

lain untuk mencari perlindungan karena adanya ancaman terhadap 

kehidupan mereka, baik karena alasan agama, ras, pandangan politik 

tertentu, atau keanggotaan dari suatu kelompok sosial tertentu, di negara 

asalnya.
65

 

2. Pemindahan pencari suaka 

Suatu bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara dalam melakukan 

pemindahan pencari suaka dari satu negara ke negara ketiga.
66

 

3. Hukum Internasional 

Himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur 

hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam 

kehidupan masyarakat internasional.
67

 

4. The Transferring State 

Negara yang melakukan pemindahan pencari suaka dari negaranya ke 

negara lain.
68

 Salah satu negara yang melakukan tindakan ini ialah 

Australia. 
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Definisi dari UNHCR. 
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Seekers. 
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Starke, J.G, Loc.Cit. 
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Seekers. 
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5. The Receiving State 

Negara yang menerima pencari suaka yang dikirim dari negara lain.
69

 

Negara-negara ini antara lain Malaysia dan Papua Nugini. 
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Definisi dari Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements of Asylum-

Seekers. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pemindahan Pencari Suaka oleh Australia Menurut Hukum 

Internasional 

Konvensi Pengungsi 1951 tidak secara eksplisit memperbolehkan adanya 

praktik pemindahan pencari suaka dari suatu negara ke negara lain. Sebaliknya, 

pembenaran dari praktik tersebut diasumsikan sebagai akibat dari kelalaian yang 

terdapat di dalam Konvensi, yakni kurangnya hak pencari suaka untuk diberikan 

suaka. Seperti yang tercantum di dalam Konvensi Pasal 33, bahwa negara 

dilarang mengirim pencari suaka ke negara tempat ia mendapat ancaman 

penganiayaan, yang dikenal sebagai prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, 

banyak negara menganggap bahwa selama Pasal 33 tidak dilanggar, maka negara 

bebas untuk memindahkan pencari suaka ke negara ketiga.
70

 

 

1. Transfer of Asylum Seeker dan Transfer of Responsibility to The Safe 

Third Country 

Pemindahan pencari suaka (transfer of asylum seeker) dalam hukum 

Internasional tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun tindakan 

ini dikenal sebagai pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman 

(transfer of responsibility to the safe third country). Gagasan pengalihan 
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tanggung jawab ke negara ketiga yang aman merupakan suatu mekanisme 

prosedural untuk mengirim para pencari suaka ke negara lain yang dianggap 

memiliki tanggung jawab terhadap para pencari suaka tersebut, sehingga 

negara pengirim (the Transferring State) dapat terhindar dari tanggung jawab 

untuk menilai permohonan para pencari suaka, karena negara penerima (the 

Receiving State) dianggap lebih layak. Dengan kata lain, gagasan negara 

ketiga yang aman diciptakan untuk mengirim pencari suaka kembali ke negara 

dari mana mereka datang, tapi bukan negara asalnya.
71

 

Menurut Hukum Pengungsi Internasional, pengalihan tanggung jawab 

ke negara ketiga yang aman merupakan tindakan hal yang sah dilakukan 

selama penilaian permohonan suaka dan perlindungan yang efektif dapat 

dijamin. Sementara hak-hak dasar setiap individu yang dijamin dalam ICCPR 

tetap menjadi hal yang harus diutamakan.
72

 Goodwin-Gill dan McAdam 

berpendapat bahwa dipindahkannya pengungsi dan pencari suaka ke negara 

ketiga yang aman diizinkan oleh Hukum Internasional, asalkan ada bukti 

penerimaan yang sah, seperti hak untuk masuk serta adanya jaminan untuk 

menghormati HAM.
73

 

Menurut UNHCR, jaminan hak asasi manusia tersebut terdiri dari: 

a. terhindar dari resiko penganiayaan, refoulement, ataupun penyiksaan, 

b. kehidupan yang bebas, 
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c. mendapatkan solusi yang dapat diakses dan dapat berlangsung lama atas 

setiap masalah, 

d. terhindar dari resiko pengusiran sewenang-wenang dan perampasan 

kebebasan serta harus memiliki sarana yang memadai, 

e. terjaminnya keutuhan keluarga, dan 

f. adanya perlindungan khusus yang diakui dan dihormati, baik untuk orang 

lanjut usia maupun untuk perempuan dan anak-anak. 

Di samping itu, dalam melakukan pengalihan tanggung jawab ke 

negara ketiga yang aman, negara ketiga sebagai negara penerima harus 

dengan tegas menyetujui untuk mengakui hak individu setiap pencari suaka 

yang sesuai dengan Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum HAM, 

memberikan akses ke prosedur penilaian permohonan suaka yang adil dan 

efisien, serta tetap menghormati privasi masing-masing individu. Adapun 

Komite HAM mensyaratkan bahwa klaim permohonan suaka harus dinilai 

secara individual.
74

 

Praktik yang sering terjadi ialah para pencari suaka sebelum sampai ke 

negara yang dituju, mereka berhenti atau transit terlebih dahulu di negara lain. 

Oleh karena itu, salah satu tindakan yang biasa dilakukan negara-negara 

dalam melakukan pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman 

ialah mengirimkan para pencari suaka kembali ke negara tempat mereka 

pertama kali transit. Negara-negara berusaha untuk membenarkan praktik ini 

dengan didasarkan pada pemikiran bahwa seorang pencari suaka yang 
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melarikan diri karena adanya ancaman penganiayaan akan mencari 

perlindungan di negara pertama kali ia masuk atau negara tempat pertama kali 

transit. Hal ini sesuai dengan pengertian pencari suaka yaitu individu yang 

meninggalkan negara asalnya untuk pergi ke negara lain dengan tujuan 

mencari perlindungan akibat adanya ancaman penganiayaan terhadap dirinya. 

Sehingga dapat dipahami bahwa ketika pencari suaka telah sampai di wilayah 

negara lain, ini merupakan suatu usaha untuk meminta perlindungan, dalam 

hal ini permohonan untuk diberikan suaka. Jadi, apabila pencari suaka telah 

transit di satu negara kemudian melanjutkan perjalanan ke negara berikutnya 

dianggap murni untuk tujuan migrasi, bukan untuk mencari suaka, karena 

mereka dianggap telah mendapatkan suaka di negara pertama kali mereka 

transit.
75

 

  Esensi dari pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman 

sama dengan pemindahan pencari suaka. Berawal dari pengalihan tanggung 

jawab penilaian permohonan suaka ke negara ketiga yang aman dapat 

mengakibatkan adanya pemindahan pencari suaka. Para pencari suaka yang 

datang ke suatu negara di mana negara tersebut merasa tidak mampu atau 

tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian permohonan suaka 

yang diajukan secara langsung di dalam wilayahnya, maka negara tersebut 

dapat menyerahkan penilaian permohonan suaka ke negara ketiga yang aman 

dengan melakukan pemindahan pencari suaka. Oleh karena itu, dapat 
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dikatakan bahwa pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman 

dilakukan dengan pemindahan para pencari suaka. 

  Hukum Internasional mengakui tindakan pemindahan ini sebagai salah 

satu kebiasaan internasional. Uni Eropa dan Kanada-AS telah melakukan 

praktik pemindahan pencari suaka. Di Uni Eropa, European Commission 

membentuk suatu Dewan Asilum yang bertugas mengurusi masalah pencari 

suaka dan pengungsi. Dewan Asilum kemudian mengeluarkan Asylum 

Procedures Directive (APD) yang merupakan suatu sumber hukum bagi 

negara-negara Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan pengungsian, 

termasuk masalah pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman.
76

 

Pasal 26 APD menyebutkan kriteria negara ketiga yang layak disebut sebagai 

negara ketiga yang aman jika memenuhi empat kondisi sebagai berikut:
77

 

a. adanya jaminan terhadap kehidupan dan kebebasan bagi pencari suaka 

yang tidak terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

pada kelompok sosial atau pendapat politik tertentu; 

b. adanya penghormatan terhadap prinsip non-refoulement sesuai dengan 

Konvensi; 

c. adanya penghormatan terhadap larangan refoulement, hak untuk bebas 

dari penyiksaan serta tindakan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur 

dalam Hukum Internasional; dan 
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d. adanya kemungkinan bagi para pencari suaka untuk mendapatkan status 

pengungsi dan jika dianggap layak mendapat status pengungsi, maka akan 

menerima perlindungan sesuai dengan Konvensi.   

Selain Uni Eropa, praktik pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga 

yang aman juga dilakukan oleh Kanada dan Amerika Serikat. Dua negara 

tersebut memiliki sebuah perjanjian bilateral, Canada – US Safe Third 

Country Agreement, yakni perjanjian yang ditujukan untuk mengatur 

masuknya para pengungsi yang tiba di wilayah perbatasan kedua negara. 

Menurut perjanjian tersebut, negara ketiga yang aman ialah negara selain 

Kanada dan negara asal pencari suaka, di mana seorang pencari suaka dapat 

mengajukan permohonan unutk mendapatkan status sebagai pengungsi. Pasal 

102 ayat (2) Undang-Undang Imigrasi dan Perlindungan Pengungsi milik 

Kanada, dikenal dengan Immigration and Refugee Protection Act, 

menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan 

suatu negara menjadi negara ketiga yang aman:
78

 

a. negara tersebut harus merupakan pihak dari Konvensi Pengungsi (Refugee 

Convention) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against 

Torture), 

b. negara tersebut memiliki kebijakan dan praktik yang sesuai dengan 

Konvensi Pengungsi dan Konvensi Menentang Penyiksaan, 
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c. negara tersebut memiliki catatan-catatan pemenuhan hak asasi manusia 

yang baik, dan 

d. negara tersebut merupakan anggota dari perjanjian dengan Pemerintah 

Kanada untuk berbagi tanggung jawab sehubungan dengan permohonan 

untuk perlindungan pengungsi. 

  Kesimpulan yang dapat diambil dari praktik beberapa negara yang 

melakukan pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang aman adalah 

adanya kriteria yang digunakan sebagai indikator untuk menentukan sebuah 

negara merupakan negara ketiga yang aman, antara lain: 

a. negara tersebut menjadi anggota Konvensi Pengungsi, Konvensi 

Menentang Penyiksaan, dan/atau instrumen Hukum Internasional lainnya 

tentang pengungsi; 

b. negara tersebut menghormati dan menerapkan prinsip non-refoulement 

sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pencari suaka; 

dan 

c. negara tersebut memiliki catatan pemenuhan hak asasi manusia yang baik. 

Meskipun praktik pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga tidak 

dilarang oleh Hukum Internasional, tetapi inti dari permasalahan ini adalah 

definisi “negara ketiga yang aman”. Tidak ada instrumen Hukum 

Internasional yang memberikan definisi secara umum tentang negara ketiga 

yang aman, sebagaimana halnya tidak ada definisi mengenai pemindahan 

pencari suaka akibat pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, saat ini 

banyak terjadi praktik pengalihan tanggung jawab. Semakin banyaknya 
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praktik pengalihan tanggung jawab ini dikarenakan Konvensi Pengungsi 1951 

tidak memberikan penafsiran yang pasti tentang pengungsi dan yang mungkin 

terjadi ialah seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi di suatu negara, tapi 

tidak di negara lain. 

   Melihat fenomena pemindahan pencari suaka yang semakin sering 

terjadi, UNHCR sebagai salah satu badan PBB yang menangani masalah 

pengungsi telah mengeluarkan Guidance Note on Bilateral and/or 

Multilateral Transfer Arrangements of Asylum Seekers. Guidance Note yang 

dikeluarkan oleh Division of International Protection UNHCR ini berisi 

penjelasan singkat mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh 

negara-negara yang hendak melakukan pemindahan pencari suaka. Adanya 

Guidance Note ini kemudian menjadi dasar bagi negara manapun yang 

berkeinginan melakukan pemindahan pencari suaka. 

 

2. Guidance Note on Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements 

of Asylum Seekers dari UNHCR 

Guidance Note dari UNHCR ini bertujuan untuk merumuskan suatu 

perjanjian bilateral maupun multilateral dalam hal pemindahan pencari suaka.  

3. (iv) Arrangements should be aimed at enhancing burden- and 

responsibility-sharing and international/regional cooperation, and 

not be burden shifting. Such arrangements should ideally contribute 

to the enhancement of the overall protection space in the The 

Transferring State, the The Receiving State and/or the region as a 

whole. 
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Ketentuan nomor 3 paragraf (iv) dari Guidance Note ini menyebutkan bahwa 

perjanjian tentang pemindahan pencari suaka harus ditujukan untuk 

meningkatkan pembagian beban dan tanggung jawab dan kerjasama regional 

atau internasional serta tidak menjadi suatu pengalihan beban. 

Guidance Note ini juga merumuskan beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam kesepakatan pemindahan pencari suaka. Ketentuan nomor 3 

paragraf (vi) dari Guidance Note ini menyebutkan bahwa dalam perjanjian 

pemindahan pencari suaka harus terdapat jaminan bagi setiap pencari suaka 

untuk mendapatkan penilaian secara individual, dikirimkan ke negara 

penerima yang telah disepakati, mendapatkan perlindungan dari refoulement, 

menerima perlakuan yang sesuai dengan standar internasional, dan bila diakui 

sebagai pengungsi, maka mereka akan mendapatkan hak suaka serta diberikan 

perlindungan internasional. 

 

 3. Analisis Kasus 

 Pemindahan pencari suaka sebagai akibat pengalihan tanggung jawab 

dalam menilai permohonan suaka ke negara ketiga yang aman tidak 

bertentangan dengan kewajiban negara pengirim, karena prinsip non-

refoulement tidak dilanggar. Konsep pengalihan tanggung jawab ini juga tidak 

melanggar ketentuan dalam Konvensi Pengungsi 1951, selama para pengungsi 

tidak dikirim ke negara di mana mereka akan menghadapi penganiayaan. 

Akan tetapi, pengulangan secara terus-menerus dari praktik konsep ini akan 

berujung pada refoulement. Kekhawatiran terbesar ialah para pengungsi tidak 
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memiliki jaminan terhadap akses untuk mendapatkan perlindungan di negara 

ketiga. 

 Jika dilihat lebih jauh, dalam melaksanakan kewajibannya, negara 

harus menerapkan prinsip non-refoulement dengan iktikad baik sehingga 

mereka harus memproses sendiri permohonan suaka yang diajukan di dalam 

negaranya daripada mengalihkan tanggung jawab ke negara ketiga. Oleh 

karena itu, pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga dengan memindahkan 

pencari suaka dianggap sebagai upaya negara untuk menghindari 

kewajibannya.  

  Permasalahan mulai muncul ketika negara-negara mulai menyimpang 

dari praktik pada umumnya. Pertama, sejak awal 1990an, terdapat 

peningkatan jumlah negara yang mengalihkan tanggung jawab (transfer of 

responsibility) untuk menilai permohonan suaka kepada negara ketiga yang 

aman (safe third country). Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang 

melakukan pengalihan tanggung jawab tersebut merasa tidak memiliki 

kewajiban hukum untuk memeriksa dan memberikan penilaian di dalam 

wilayah mereka sendiri permohonan suaka yang diajukan di sana. 

Permasalahan kedua, beberapa negara menjadi lebih enggan untuk 

memberikan suaka permanen bagi para pengungsi.
79

 Perkembangan ini dapat 

dicontohkan dengan adanya perlindungan sementara. Australia adalah negara 

pertama yang melakukan hal ini dengan memutuskan untuk memberikan visa 
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perlindungan sementara bagi pengungsi yang memasuki negaranya dengan 

cara yang tidak sah. Namun ternyata hal ini sudah tidak dilakukan lagi oleh 

Australia.
 
Berdasarkan Migration Act 1958 (Undang-Undang Migrasi tahun 

1958 milik Australia), selama beberapa tahun terakhir, baik melalui 

amandemen atau peraturan lain, banyak perubahan yang dibuat untuk sistem 

migrasi di Australia yang menyebabkan para pencari suaka lebih sulit 

mendapatkan Visa Permanen ataupun Visa Perlindungan Sementara.
80

 

  Beberapa waktu lalu, Australia melakukan pengalihan tanggung jawab 

dalam menilai permohonan suaka yang diajukan oleh para pencari suaka yang 

masuk ke wilayahnya. Hal ini dilakukan Australia dengan alasan untuk 

mengurangi adanya praktik penyelundupan manusia yang sedang marak 

terjadi. Pengalihan tanggung jawab ini dilakukan dengan membuat perjanjian 

bilateral dengan Malaysia dan PNG.  

 

a) Perjanjian Bilateral Pemindahan Pencari Suaka antara Australia 

dengan Malaysia 

  Antara Australia dan Malaysia terdapat perjanjian bilateral yang 

berisikan kesepakatan antara dua negara tersebut untuk melakukan 

pemindahan pencari suaka sebagai wujud pengalihan tanggung jawab 

Australia dalam menilai permohonan suaka yang diajukan di wilayahnya. 

Perjanjian ini dilandasi keinginan kedua negara untuk mengurangi praktik 
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penyelundupan manusia dan perdagangan manusia yang banyak terjadi. Pihak 

Australia sendiri menduga kedatangan para pencari suaka ke wilayahnya 

bukan karena didasari adanya ketakutan akan penuntutan terhadap diri 

mereka, melainkan karena para pencari suaka tersebut menginginkan 

kehidupan yang baru di luar negara asalnya. 

  Perjanjian bilateral antara Australia dan Malaysia ini berisi ketentuan 

yang menyatakan bahwa para pencari suaka yang datang ke wilayah Australia 

sebelum ditandatanganinya perjanjian akan dinilai permohonan suakanya di 

Australia. Namun, bagi para pencari suaka yang datang sesudah 

ditandatanganinya perjanjian akan dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan 

penilaian permohonan suaka. Hal ini berlaku bagi semua pencari suaka ilegal 

yang datang ke Australia dengan menggunakan perahu atau yang biasa disebut 

dengan boat people. Australia hanya mau menerima para pencari suaka yang 

terdaftar di PBB dan dalam usaha untuk mencari suaka, para pencari suaka 

tersebut tidak membayar oknum penyelundup manusia.
81

 

  Perjanjian ini menyebutkan bahwa 800 pencari suaka yang tiba di 

Australia menggunakan perahu akan ditransfer ke Malaysia. Sebagai imbalan 

Australia akan menerima 1.000 pengungsi dari Malaysia selama empat tahun, 

sehingga total pengungsi dari Malaysia yang akan dimukimkan di Australia 
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sejumlah 4.000 orang.
82

 Australia akan memukimkan kembali pengungsi yang 

berada di Malaysia, jika memang mereka terbukti berhak mendapatkan status 

sebagai pengungsi dan dapat diberikan suaka. Semua kegiatan yang ada di 

dalam perjanjian bilateral antara Australia dan Malaysia ini akan sepenuhnya 

didanai oleh pihak Australia. 

  Diberlakukannya perjanjian ini menimbulkan banyak kritikan dari 

berbagai pihak. UNHCR sebagai organ PBB untuk pengungsi 

mengungkapkan kekecewaan terhadap tindakan yang dilakukan Australia. 

UNHCR menilai bahwa sepantasnya Australia menilai sendiri permohonan 

suaka yang diajukan ke negaranya dan tidak melakukan pengalihan tanggung 

jawab dengan memindahkan pencari suaka ke Malaysia. Komisi Nasional 

(Komnas) HAM Australia pun mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan 

bahwa adanya pemindahan pencari suaka justru malah menambah penderitaan 

bagi para pencari suaka tersebut. 

  Bulan Agustus 2011, perjanjian bilateral ini pun akhirnya dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Australia dengan alasan bahwa perjanjian bilateral 

pemindahan pencari suaka tersebut tidak sah, karena harus dilakukan dengan 

negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi atau instrumen Hukum 

Internasional lainnya mengenai pengungsi. Kenyataannya, Malaysia belum 

meratifikasi Konvensi Pengungsi maupun instrumen hukum lain tentang 

pengungsi. Pertimbangan lain yang menjadi alasan pembatalan perjanjian 
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pemindahan pencari suaka antara Australia dengan Malaysia ialah terdapat 

kekhawatiran dari banyak pihak bahwa Malaysia tidak dapat memperlakukan 

pencari suaka dengan baik. Beberapa pihak malah menyatakan bahwa 

Malaysia sering memperlakukan para pencari suaka dengan buruk. Menteri 

Imigrasi Australia pada saat itu, Scott Morrison, sempat berkunjung ke 

Malaysia dan menilai hak asasi para pencari suaka tidak akan terlindungi jika 

ditempatkan di Malaysia. Para pencari suaka di Malaysia sering disiksa 

dengan cara dicambuk dan juga dieksploitasi. Namun kemudian Perdana 

Menteri Australia, Tonny Abbott, menyatakan bahwa kritik yang dilontarkan 

dari pihak Australia yang kontra terhadap kebijakan pemindahan pencari 

suaka tidak ditujukan kepada pemerintah Malaysia. Abbott juga 

menyampaikan apresiasi kepada Malaysia, karena bersedia untuk membantu 

Australia dalam menangani masalah pengungsi.
83

 Pihak Malaysia, diwakili 

oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein, menyatakan 

bahwa tuduhan yang diarahkan ke Malaysia jika pihaknya tidak 

memperlakukan para pencari suaka dengan baik ialah tidak benar adanya. Ia 

beranggapan bahwa Malaysia memperlakukan pencari suaka dengan sangat 

baik dan sesuai dengan standar minimal internasional. 

  Dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional, perjanjian bilateral 

antara Australia dan Malaysia mengenai pemindahan pencari suaka 

merupakan wujud kedaulatan negara dari sisi eksternal. Perjanjian 
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internasional sendiri merupakan salah satu sumber Hukum Internasional yang 

utama. Begitu pula dengan Guidance Note, sebagai salah satu sumber Hukum 

Internasional, Guidance Note yang dikeluarkan oleh UNHCR ini harus 

dipatuhi oleh negara-negara yang akan melakukan pemindahan pencari suaka. 

Mengacu pada Guidance Note yang diberikan UNHCR, maka perjanjian 

bilateral pemindahan pencari suaka antara Australia dan Malaysia memang 

tidak dibenarkan. Di dalam Guidance Note tersebut disebutkan bahwa 

perjanjian ini hanya dapat dilakukan antara negara-negara yang telah menjadi 

anggota dari Konvensi Pengungsi ataupun instrumen Hukum Internasional 

lain tentang pengungsi. Alasannya karena menjadi anggota dari Konvensi ini 

merupakan indikator penting untuk menentukan apakah suatu negara benar-

benar memenuhi kriteria sebagai negara penerima (the Receiving State) dan 

apakah suatu negara benar-benar akan mematuhi seluruh ketentuan di dalam 

Konvensi. 

  Selain itu, apabila dianalisis menurut APD, Malaysia tidak sepenuhnya 

memenuhi kriteria sebagai negara ketiga yang aman. APD menentukan empat 

kondisi yang harus dipenuhi negara ketiga untuk dapat dianggap sebagai 

negara ketiga yang aman, antara lain: 

a. adanya jaminan terhadap kehidupan dan kebebasan bagi pencari suaka 

yang tidak terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

pada kelompok sosial atau pendapat politik tertentu. 

 Meskipun beberapa pihak menyatakan bahwa Malaysia tidak dapat 

memberikan jaminan kehidupan dan kebebasan bagi para pencari suaka, 
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namun pihak Malaysia membantahnya. Malaysia berargumen bahwa 

pihaknya memperlakukan para pencari suaka sesuai dengan standar 

minimal yang berlaku, sehingga tuduhan bahwa Malaysia sering 

melakukan penyiksaan terhadap pencari suaka ialah tidak benar dan 

Malaysia menganggap dirinya dapat dijadikan sebagai negara ketiga yang 

aman. Akan tetapi, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kerap 

terjadi penyiksaan terhadap para pencari suaka, sehingga Malaysia belum 

bisa dianggap sebagai negara ketiga yang aman. 

b. adanya penghormatan terhadap prinsip non-refoulement sesuai dengan 

Konvensi (Konvensi Pengungsi). 

 Suatu negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tidak 

tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Namun, meski 

Malaysia bukan negara peserta Konvensi, Malaysia harus tetap mematuhi 

prinsip non-refoulement karena prinsip ini berasal dari hukum kebiasaan 

internasional. Malaysia yang belum meratifikasi Konvensi dianggap tidak 

mampu menghormati prinsip non-refoulement, karena pada kenyataannya 

para pencari suaka yang dikirim ke Malaysia hidupnya tidak terbebas dari 

ancaman. Jadi, Malaysia belum bisa disebut sebagai negara ketiga yang 

aman. 

c. adanya penghormatan terhadap larangan refoulement, hak untuk bebas 

dari penyiksaan serta tindakan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur 

dalam Hukum Internasional. 
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 Hampir sama seperti kriteria pada poin (a) di atas, beberapa pihak 

menganggap Malaysia tidak mampu memberikan perlindungan bagi para 

pencari suaka untuk terbebas dari penyiksaan dan tindakan yang tidak 

manusiawi. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa para pencari suaka di 

Malaysia diperlakukan dengan tidak baik. Jadi, Malaysia belum bisa 

disebut sebagai negara ketiga yang aman. 

d. adanya kemungkinan bagi para pencari suaka untuk mendapatkan status 

pengungsi dan jika dianggap layak mendapat status pengungsi, maka akan 

menerima perlindungan sesuai dengan Konvensi (Konvensi Pengungsi). 

 Para pencari suaka yang dikirim ke Malaysia memang akan menjalani 

penilaian permohonan suaka di sana, hingga akhirnya layak mendapatkan 

status pengungsi, dan mendapatkan izin untuk tinggal di Malaysia. 

Namun, sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, 

tidak mungkin bagi Malaysia untuk memberikan perlindungan secara 

maksimal seperti yang diamanatkan di dalam Konvensi. Hal ini pula yang 

membuat Malaysia belum bisa disebut sebagai negara ketiga yang aman. 

 

b) Perjanjian Bilateral Pemindahan Pencari Suaka antara Australia 

dengan Papua Nugini 

  Antara Australia dan PNG terdapat perjanjian bilateral yang berisikan 

kesepakatan antara dua negara tersebut untuk melakukan pemindahan pencari 

suaka sebagai wujud pengalihan tanggung jawab Australia dalam menilai 

permohonan suaka yang diajukan di wilayahnya. Perjanjian ini disebut dengan 
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Pengaturan Pemukiman Kawasan dan mulai berlaku semenjak 19 Juli 2013. 

Pada dasarnya, perjanjian yang ditandatangani pada 19 Juli lalu ini merupakan 

kebijakan baru antara Australia dengan PNG. Perjanjian ini dibuat dengan 

tujuan untuk menghentikan penyelundupan manusia. Isi dari perjanjian ini 

menyebutkan bahwa para pencari suaka ilegal yang datang lewat laut akan 

secara langsung dikirim ke PNG untuk menjalani penilaian dan tidak akan 

diberi kesempatan untuk tinggal di Australia sebagai pengungsi. Apabila para 

pencari suaka tersebut diakui sebagai pengungsi, maka mereka akan 

dimukimkan di PNG. Namun, bagi para pencari suaka yang dinyatakan 

sebagai bukan pengungsi, mereka akan dikembalikan ke negara asal mereka 

atau ke negara di mana mereka mempunyai hak untuk bermukim atau ditahan 

di fasilitas transit.
84

 Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill, menyatakan selain 

ketentuan mengenai pengiriman pencari suaka yang termuat dalam perjanjian 

bilateral antara Australia dan PNG, juga telah disepakati di dalam perjanjian 

tersebut bahwa Australia akan memberikan dana sekitar A$500 juta atau Rp 

46 miliar, yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur di PNG sebagai 

bagian dari perjanjian tentang pencari suaka.
85

  

  Pengiriman pencari suaka dilakukan secara berkala dan tidak ada batas 

jumlah orang yang dapat dikirim ke PNG.
86

 Meningkatnya jumlah pencari 
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suaka yang datang memakai perahu beberapa bulan belakangan ini justru 

mendorong harus diadakannya perluasan pusat pemrosesan para pencari suaka 

di Pulau Manus. Oleh karena itu, Pihak Australia dan PNG memperluas pusat 

pemrosesan pencari suaka di kawasan Pulau Manus sehingga dapat 

menampung sampai 3.000 orang.
87

 

  Perjanjian ini menimbulkan kontroversi. Beragam kritik diarahkan 

kepada Australia. Sebelumnya, Australia telah membuat perjanjian serupa 

dengan Malaysia yang kemudian perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan 

dibatalkan. Australia dituduh melalaikan kewajiban dan mengalihkan masalah 

ke negara berkembang, dalam hal ini PNG. UNHCR mengatakan terdapat 

kekurangan yang signifikan pada sistem hukum PNG dalam memproses para 

pencari suaka. UNHCR menilai PNG tidak mampu memberikan perlindungan 

yang layak bagi para pencari suaka.
88

 Selain itu, tempat pengungsian di Pulau 

Manus, PNG, sangat jauh dari kata layak, bahkan untuk ukuran tempat 

pengungsian sekalipun.
89

 PNG dianggap tidak memiliki semua kebutuhan 

mendasar yang layak untuk menampung para pengungsi.
90

 Bahkan kelompok-
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kelompok HAM mengatakan bahwa kebijakan baru dalam masalah imigrasi 

ini tidak manusiawi dan tidak akan bisa mencegah arus pencari suaka.
91

 

  Merujuk pada ketentuan yang ada dalam Guidance Note, maka PNG 

selaku negara ketiga, negara yang menerima pencari suaka dari Australia, 

diharuskan untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka. Guidance 

Note dari UNHCR menyatakan bahwa para pencari suaka yang dipindahkan 

ke negara ketiga harus tetap diperlakukan sesuai dengan standar minimal 

internasional yang berlaku, termasuk pula diberikan perlindungan. Akan 

tetapi, pada kenyataannya, banyak terjadi kasus perkosaan dan penyiksaan. 

Selain itu, status PNG yang masih menjadi negara berkembang dianggap 

belum siap untuk menerima para pencari suaka. Kondisi yang seperti inilah 

yang dianggap melanggar ketentuan Guidance Note. Oleh karena itu, 

perjanjian bilateral tentang pemindahan pencari suaka antara Australia dan 

PNG tidak sah dan dapat dibatalkan. 

  Selain itu, apabila dianalisis menurut APD, PNG tidak sepenuhnya 

memenuhi kriteria sebagai negara ketiga yang aman. APD menentukan empat 

kondisi yang harus dipenuhi negara ketiga untuk dapat dianggap sebagai 

negara ketiga yang aman, antara lain: 

a. adanya jaminan terhadap kehidupan dan kebebasan bagi pencari suaka 

yang tidak terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

pada kelompok sosial atau pendapat politik tertentu. 
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 PNG sebagai negara berkembang dianggap masih jauh dari kata layak 

untuk dapat disebut sebagai negara ketiga yang aman. Kondisi keamanan 

yang masih tidak menentu membuat PNG belum bisa disebut sebagai 

negara ketiga yang aman. Oleh karena itu, dikhawatirkan para pencari 

suaka yang dikirim ke PNG tidak akan terjamin kehidupannya. 

b. adanya penghormatan terhadap prinsip non-refoulement sesuai dengan 

Konvensi (Konvensi Pengungsi). 

 PNG adalah salah satu negara peserta Konvensi Pengungsi, sehingga 

PNG terikat dengan segala ketentuan di dalam Konvensi, termasuk 

adanya prinsip non-refoulement. Namun yang menjadi permasalahan 

ialah keadaan di dalam negara PNG yang memiliki kekurangan baik 

dalam kapasitas nasional dan juga keahlian dalam memproses pencari 

suaka serta kondisi fisik fasilitas penampungan yang buruk. Oleh karena 

itu, PNG masih dianggap belum layak untuk dijadikan sebagai negara 

ketiga yang aman. 

c. adanya penghormatan terhadap larangan refoulement, hak untuk bebas 

dari penyiksaan serta tindakan yang tidak manusiawi sebagaimana diatur 

dalam Hukum Internasional. 

 Meski PNG terikat ketentuan di dalam Konvensi, fakta di lapangan 

yang menyebutkan bahwa sering terjadi pemerkosaan dan penyiksaan 

terhadap para pencari suaka di PNG dapat dijadikan suatu alasan 

pembatalan perjanjian bilateral antara Australia dan PNG. Hal ini 

dikarenakan perjanjian bilateral tersebut seharusnya dilaksanakan oleh 
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negara-negara yang memang dapat menjamin hak-hak dari setiap pencari 

suaka terpenuhi. Adanya tindakan kekerasan terhadap para pencari suaka 

di PNG membuat PNG belum bisa disebut sebagai negara ketiga yang 

aman. 

d. adanya kemungkinan bagi para pencari suaka untuk mendapatkan status 

pengungsi dan jika dianggap layak mendapat status pengungsi, maka akan 

menerima perlindungan sesuai dengan Konvensi (Konvensi Pengungsi). 

 Para pencari suaka yang dikirim ke PNG juga akan menjalani 

penilaian permohonan suaka di sana. Apabila mereka dinilai layak untuk 

diberi status pengungsi, maka mereka akan diberikan izin tinggal di PNG. 

Ketika pencari suaka beralih status menjadi pengungsi, maka mereka pun 

akan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang termuat di dalam 

Konvensi. Masalah yang muncul ialah PNG sebagai suatu negara 

berkembang dianggap belum bisa memberikan perlindungan bagi para 

pencari suaka, terlebih lagi para pengungsi. Fakta-fakta di lapangan 

mengungkapkan terjadinya kasus pemerkosaan dan tindakan tidak 

manusiawi yang ditujukan kepada para pencari suaka dan kesejahteraan 

para pencari suaka pun tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, PNG belum 

layak disebut sebagai negara ketiga yang aman. 

  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

Hukum Internasional tidak memiliki ketentuan yang mengatur tentang 

pemindahan pencari suaka akibat adanya pengalihan tanggung jawab ke negara 

ketiga yang aman, tetapi praktik pemindahan pencari suaka harus tetap 
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memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut berasal dari praktik 

negara-negara yang kemudian menjadi suatu kebiasaan internasional. 

Kebiasaan internasional pun harus tetap menghormati ketentuan-ketentuan serta 

prinsip-prinsip yang ada di dalam Hukum Internasional. 

 

c) Praktik Pemindahan Pencari Suaka dalam Suaka Teritorial 

  Suatu negara dapat merumuskan perjanjian bilateral untuk 

membagikan tanggung jawab penilaian permohonan suaka ke negara lain yang 

dianggap aman apabila negara lain tersebut memenuhi kondisi-kondisi seperti 

menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi ataupun instrumen Hukum 

Internasional lainnya tentang pengungsi, mematuhi prinsip non-refoulement, 

serta memiliki catatan pemenuhan hak asasi manusia yang baik.  

  Praktik pemindahan pencari suaka ini hanya berlaku untuk suaka 

teritorial saja. Telah diketahui bahwa selain suaka teritorial juga terdapat suaka 

diplomatik, di mana pencari suaka mencari perlindungan dengan mendatangi 

kantor kedutaan besar negara lain yang ada di dalam wilayah negara asalnya. 

Apabila melihat dari esensi pemindahan pencari suaka, sebelum dilakukan 

tindakan pemindahan, maka kedua negara harus memiliki perjanjian 

pemindahan pencari suaka terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam praktik suaka 

diplomatik tidak dimungkinkan dilakukan pemindahan pencari suaka, karena 

tidak memenuhi persyaratan pemindahan pencari suaka. 

  Tindakan Australia yang membuat perjanjian bilateral dengan 

Malaysia maupun dengan PNG pada awalnya bukan menjadi masalah. Apabila 
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Australia memberikan hak suaka pada pencari suaka yang datang ke 

wilayahnya, itu termasuk dalam suaka teritorial. Namun, lambat laun 

ditemukan beberapa kekurangan pada negara penerima, yakni Malaysia dan 

PNG. Beberapa pihak mengkhawatirkan posisi Malaysia yang bukan anggota 

Konvensi Pengungsi dan PNG yang masih menjadi negara berkembang. 

Bagaimanapun juga para pencari suaka harus tetap diperlakukan sebaik 

mungkin dan semua haknya harus dipenuhi. Oleh karena adanya kekhawatiran 

bahwa baik Malaysia maupun PNG tidak dapat memperlakukan pencari suaka 

dengan baik serta memenuhi hak-hak mereka, pada akhirnya perjanjian bilateral 

antara Australia dan Malaysia juga perjanjian bilateral antara Australia dan 

PNG dapat dibatalkan. 

 

B. Tanggung Jawab Australia sebagai Negara Pengirim (the Transferring 

State) dan Malaysia dan Papua Nugini sebagai Negara Penerima (the 

Receiving State) 

 Setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keberadaan 

orang asing. Salah satu kewajiban negara ialah untuk memberikan perlindungan, 

baik kepada warga negaranya sendiri maupun orang asing yang berada di 

wilayahnya. Ketika salah satu kewajiban negara tidak dapat dilaksanakan ataupun 

dilanggar, maka akan muncul tanggung jawab negara. Sehubungan dengan 

kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, 

maka adanya tindakan pemindahan pencari suaka ke negara ketiga dapat 
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menimbulkan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara 

penerima. 

 Tanggung jawab negara dalam tindakan pemindahan pencari suaka ke negara 

ketiga timbul karena adanya pemahaman bahwa dimanapun pencari suaka berada, 

maka mereka berada di bawah kekuasaan negara tersebut. Adanya kebiasaan 

internasional dalam memindahkan pencari suaka tidak serta merta menghilangkan 

tanggung jawab dari negara pengirim (the Transferring State). Begitu pula dengan 

keberadaan negara penerima (the Receiving State), sebagai negara ketiga, negara 

penerima juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti negara pengirim. Pada 

dasarnya, baik negara pengirim maupun negara penerima merupakan negara yang 

didatangi oleh para pencari suaka, sehingga tanggung jawab negara pengirim dan 

negara penerima tidak berbeda.  

 

1. Kedudukan Pencari Suaka dalam Hukum Internasional 

Pencari suaka dalam keadaan apapun dalam Hukum Internasional diakui 

keberadaannya sebagai individu yang bebas dan memiliki hak-hak yang tercantum 

dalam UDHR, Konvensi Pengungsi, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya, serta instrumen Hukum Internasional lain yang berkaitan. Meski pencari 

suaka bukan merupakan subjek Hukum Internasional, tetapi pencari suaka tetap 

harus mendapatkan perlindungan secara internasional. Negara dan masyarakat 

dunia harus mampu memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak asasi para 

pencari suaka.  
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Tindakan Australia yang langsung memindahkan pencari suaka yang 

datang ke wilayahnya ke negara ketiga, dinilai masyarakat internasional sebagai 

salah satu pelanggaran kewajiban dalam Hukum Internasional. Seharusnya 

Australia menerima dengan baik para pencari suaka yang datang ke wilayahnya, 

meskipun mereka datang melalui jalur laut dan tidak membawa dokumen-

dokumen resmi (seperti paspor dan kartu identitas). Oleh karena itu, jika pada 

akhirnya Australia tetap memindahkan pencari suaka ke negara ketiga (Malaysia 

dan PNG), maka Australia tetap bertanggung jawab terhadap keberadaan para 

pencari suaka, karena Australia adalah negara pengirim. 

 

2. Tanggung Jawab Australia sebagai Negara Pengirim (the Transferring 

State) 

  Konvensi Pengungsi tidak memuat aturan yang memungkinkan sebuah 

negara melakukan transfer of asylum seeker (pemindahan pencari suaka) ke negara 

ketiga yang aman. Meskipun begitu, tindakan pemindahan pencari suaka ini tidak 

membebaskan negara pengirim dari kewajiban dan tanggung jawab menurut 

Konvensi. Dalam upaya untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip non-

refoulement, maka negara pengirim harus memastikan bahwa para pencari suaka 

akan diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari negara 

penerima sebelum pemindahan dilakukan. Negara pengirim juga harus memiliki 

iktikad baik (good faith) dengan memastikan bahwa para pencari suaka yang 

dipindahkan ke negara ketiga yang aman akan mendapatkan hak-haknya sesuai 

Pasal 2-34 Konvensi Pengungsi. 
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  Australia, dalam hal ini, telah melakukan pendekatan terlebih dahulu 

sebelum membuat perjanjian bilateral dengan Malaysia dan PNG. Sebelum 

perjanjian bilateral mengenai pemindahan pencari suaka ditandatangani, pihak 

Australia telah melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia dan PNG untuk 

membicarakan kemungkinan dilakukannya pemindahan pencari suaka. Pada 

akhirnya, pihak Australia meyakini bahwa perjanjian bilateral mengenai 

pemindahan pencari suaka dapat disepakati, dengan dasar bahwa Malaysia dan 

PNG merupakan negara ketiga yang aman dan dapat memenuhi hak-hak pencari 

suaka.  

  Para pencari suaka yang tiba di Australia dengan menggunakan perahu 

kemudian dipindahkan ke Malaysia ataupun PNG, tidak secara langsung 

menghapuskan tanggung jawab negara Australia sebagai negara pengirim. 

Australia tetap harus menjamin adanya perlindungan bagi para pencari suaka dan 

akan tetap mengawasi jalannya penilaian permohonan suaka yang diajukan ke 

Malaysia dan PNG. Australia bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak para 

pencari suaka tidak akan dilanggar, tidak akan mendapatkan perlakuan semena-

mena, dan juga memastikan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip dalam Konvensi, khususnya prinsip non-refoulement. 

  

3. Tanggung Jawab Malaysia dan Papua Nugini sebagai Negara 

Penerima (the Receiving State) 

Hak dan kewajiban negara penerima sama dengan negara pengirim. Negara 

penerima juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan beserta prinsip-prinsip yang 
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termuat dalam Konvensi Pengungsi. Begitu pula dengan tanggung jawab dari 

negara penerima yang juga merupakan perpanjangan dari tanggung jawab negara 

pengirim. Adanya praktik pemindahan pencari suaka ini tentu saja memberikan 

tanggung jawab kepada negara ketiga selaku negara penerima. Tanggung jawab 

dari negara penerima tidak berbeda dengan negara pengirim, karena negara 

pengirim dan negara penerima merupakan negara tempat para pencari suaka 

berada. Oleh karena itu, negara penerima secara tidak langsung terikat pula pada 

Konvensi Pengungsi.  

Negara penerima, baik Malaysia maupun PNG, bertanggung jawab untuk 

memenuhi hak-hak para pencari suaka. Tanggung jawab ini juga mencakup 

ketentuan dasar kondisi penerimaan dan akses ke prosedur pemberian suaka yang 

adil dan efisien. Dalam praktiknya, meskipun terdapat keengganan dari negara-

negara untuk berkomitmen memberikan suaka secara resmi, tetapi negara-negara 

mengakui dan menerima pencari suaka yang datang ke wilayahnya walaupun 

hanya sementara. Di saat para pencari suaka tersebut telah mengajukan 

permohonan suaka, maka negara termohon (dalam hal ini Malaysia dan PNG) 

akan menilai apakah mereka berhak diberikan suaka atau tidak. Bila mereka 

memang pantas diberikan suaka, maka hampir selalu negara termohon akan 

memberikan suaka permanen, yakni hak untuk tetap tinggal di negara itu tanpa 

batas. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Malaysia dan PNG dalam rangka 

melaksanakan tanggung jawabnya terhadap para pencari suaka yang dikirim ke 

negara mereka adalah dengan memberikan perlindungan berupa tempat 
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penampungan dan juga permohonan suaka yang akan dilakukan secara terbuka, 

adil, dan efisien. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah adanya jaminan 

bahwa Malaysia dan PNG tidak melanggar prinsip non-refoulement dan tetap 

menghormati hak-hak asasi manusia para pencari suaka. Hal inilah yang belum 

terlihat dari praktik pemindahan pencari suaka yang dilakukan Australia dengan 

Malaysia dan PNG. Banyak kritik pedas bermunculan yang didasarkan pada fakta 

bahwa kebijakan Australia untuk mengalihkan tanggung jawabnya dengan 

memindahkan para pencari suaka ke Malaysia dan PNG bukanlah tindakan yang 

benar dan cenderung dianggap melanggar prinsip Hukum Internasional. Oleh 

karena itu, baik Australia, Malaysia, maupun PNG dikhawatirkan tidak dapat 

melaksanakan tanggung jawab mereka secara utuh terhadap orang asing, 

khususnya para pencari suaka. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Tindakan Australia dalam melakukan pemindahan pencari suaka (transfer 

of asylum seeker) dibenarkan dalam Hukum Internasional jika telah 

memenuhi beberapa unsur yang tercantum dalam Guidance Note on 

Bilateral and/or Multilateral Transfer Arrangements of Asylum Seekers 

yang dikeluarkan oleh UNHCR, maupun unsur-unsur kebiasaan 

internasional negara-negara di dunia. Praktik pemindahan pencari suaka 

dilakukan berdasarkan pada perjanjian internasional yang memiliki 

beberapa unsur, di antaranya: dilakukan oleh negara-negara yang telah 

menandatangani atau meratifikasi Konvensi Pengungsi atau instrumen 

Hukum Internasional lain tentang pengungsi, adanya kepastian pemenuhan 

prinsip-prinsip Hukum Internasional (prinsip non-refoulement), dan adanya 

jaminan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia para pencari suaka 

oleh negara pengirim maupun negara penerima. Perjanjian bilateral yang 

dibuat Australia dengan Malaysia dan PNG tidak memenuhi unsur-unsur 

perjanjian pemindahan pencari suaka, sehingga perjanjian tersebut 

dianggap batal dan tidak sah. 

2. Australia sebagai negara pengirim (The Transferring State) beserta 

Malaysia dan Papua Nugini sebagai negara penerima (The Receiving 

State), memiliki tanggung jawab yang sama terhadap para pencari suaka. 
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Negara-negara tersebut harus tetap memberikan perlindungan kepada para 

pencari suaka dan mematuhi prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang 

pengungsi, utamanya prinsip non-refoulement, meskipun mereka bukan 

subjek Hukum Internasional. 

 

B. SARAN 

1. Perlu disusun suatu sumber Hukum Internasional, baik dalam bentuk 

perjanjian internasional maupun instrumen Hukum Internasional lainnya, 

yang mengatur tentang pengalihan tanggung jawab ke negara ketiga yang 

aman, yang mengakibatkan adanya praktik pemindahan pencari suaka. 

Perjanjian internasional ini nanti akan berguna sebagai pedoman bagi 

negara-negara yang ingin melakukan pemindahan pencari suaka. 

Selanjutnya, perlu disepakati secara internasional indikator dari “negara 

ketiga yang aman”, sehingga akan mempermudah negara-negara yang 

ingin melakukan pemindahan pencari suaka.  

2. Perlu dirumuskan suatu instrumen Hukum Internasional yang menyebutkan 

hak, kewajiban, serta tanggung jawab secara lengkap dari para pelaku 

pemindahan pencari suaka, baik negara pengirim (the Transferring State) 

maupun negara penerima (the Receiving State). Hal ini akan berguna untuk 

dijadikan indikator sejauh mana sebuah negara telah melakukan perannya 

sesuai dengan Hukum Internasional. 
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